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ABSTRAK 

 

 (Studi Kasus di BAWASLU kabupaten Semarang) 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang  dalam menangani pelanggaran 

proses Pemilu tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan 

kualitatif . Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data 

primer adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan 

informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, 

pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 

Jateng dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek 

yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran 

administrasi. a). Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menerima laporan pelanggaran 

pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran pemilu dengan 3 dugaan 

temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Semarang. b). Memeriksa laporan dapat 

dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau 

bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi 

melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji 

kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran 

administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan 

melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi 

pengawasan dan laporan pelanggaran, meregistrasi pelanggaran  pemilu yang telah 

memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan 

pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Faktor-faktor yang 

mempegaruhi pengawasan Kabupaten Semarang dalam aspek menangani pelanggaran 

administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang dapat dilihat dari 2 aspek yaitu 

faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya 

pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran 

masyarakat ikut serta  dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan 

jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota 

organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta 

pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran proses pemilu, tindak 

pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. 

.  

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Proses Pemilu



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilihan umum 

harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, 

jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 

E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. 

Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga telah 

mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap 

dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat 

(5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan 

Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan 

Pemilihan Umum. 

 Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini 

semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. 

Undang- undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas 

pemilihan umum adalah Undang-Undang NRI Nomor 12 Tahun 2003. 

Kemudian muncul lagi Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun setelah 
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diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan 

mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 E 

UUD 1945 yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah 

Konstitusi. 

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010, 

memberikann kepastian akan permasalahhan diatas. Dalam putusannya 

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu 

tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga 

pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap 

dan mandiri.2 

Penyelenggaran Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU 

RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa : 

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang 

terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu 

mkesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk 

memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”.1 

 

 

                                                
1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang- Undang 

Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm, 111 
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Sebuah negara demokrasi memiliki ciri paling mendasariadalah 

keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan 

peluang bagi setiap anggota masyarakatnyaiuntukiikutimempengaruhi 

proses pengambilan kebijakan melalui  sebuah kompetisi yang  adil, jujur 

dan tanpa kekerasan dan bukanisatu-satunya aspek dalam demokrasi, 

akan tetapi iPemilu merupakan bagian yangisangat penting, karena 

Pemilu berperan isebagai sistem perubahani politikimengenai polaidan 

arahikebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasiielit secaraiperiodik 

danitertib . 

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan 

oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu 

Negara yang demokratis. Di Indonesiaipemilu diatur dalam Undang-

UndangiDasar Negara Republik Indonesia  1945 (UUD NRI 1945). 

iKetentuanimengenai pemiluiini dikembangkanidari beberapa pasal. 

Pertama,iPasal1ayati(2)iUUD NRI 1945 yangimenyatakan. Kedaulatani 

adalah di tangan rakyat danidilaksanakan menurutiUUD NRI 1945. Dari 

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syaratidari kedaulatanirakyat 

salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD NRI 1945 yang 

menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 

(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 

sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut 

dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 

5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945, anggota DPR 
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dipilih melalui pemilu. Pasal ini adalah pasal yangi jelas mengemukakan 

eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945 

Susunan  kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-

undang yang dimaksud berarti undang-undangiyang mengatur mengenai 

pemilu . 

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilihianggota dewan 

perwakilan, seperti DPR, iDPD, daniDPRD. Setelahidilakukan 

amandemenike-IViUndang- undang Dasari1945 pada tahuni2002, 

PemilihaniPresiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta  

menggunakaniMPR (MajelisiPermusyawaratan Rakyat) disepakatiiuntuk 

dilakukan secara langsungioleh rakyat. Pemilihan presiden ipada 

tahuni2004 merupakani Pemilihan UmumiPresiden pertama 

dilakukanisecara langsung. Kemudianiyang kedua padaitahun 2009. 

Pemilihan Presideniketiga dilakukanisecara langsungipada tahuni2014. 

Kegiatan ini dilakukanisetiap limai (5) tahunisekali. 

Penyelenggaraan ipemilu padaiOrde Baru sampaiidengan Era 

Reformasi menunjukkan adanya perbedaanidan peningkataniperan dari 

penyelenggara pemilu termasuk pengawasipemilu. Pemerintah berusaha 

untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan 

perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. 

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun 

sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan baru yaitu Undang- undang  Nomor 15 tahun 2011 
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tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-undang 

Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-

undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu  peningkatan  status kelembagaan 

Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitian 

(ad hoc) menjadi bentukiBadan (bersifat tetap). 

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang 

mengenai penyelenggaraan pemilu. Dengan mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan 

mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan 

status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang 

semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat 

tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pegawas pemilu 

kedua juga mengadili. 

Pemiluiyangibersih secaraidemokratis akanimelahirkan pemimpin 

yang bersih. iPemimpin yangibersih, akanimenjalankan 

pemerintahanidengan bersih. Pemerintahaniyang bersihisecara 

demokratisiakan menguntungkanirakyat. Maka secara garis 

besaripentingnya sebuahidemokrasi yangibersih akanimenentukan masa 

depan sebuahibangsa dan Negarainamun dalamiimplementasinya masih 

banyak permasalahan danipelanggaran yangisering  kali terjadi untuk 

mengatasi permasalahan tersebutiperlu adanya pengawasan. . 

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang 
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dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk 

pemilu  yang jujur  dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin 

kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 

tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Badan 

Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja 

maka diusulkan agar menjadi permanen. 

Berdasar pada ketentuaniPasal 1 ayat (17) iUndang – Undang 

Nomor 7 tahun 2017, bahwa BadaniPengawas Pemiluiyang setelahnya  

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraipemilu yang 

mengawasiipenyelenggaraan pemilu di seluruhiwilayah negaraiIndonesia. 

Bawasluimerupakan Badan yang bersifat tetap, idengan masaitugas 

anggotanyaiselama 5 (lima) itahun dihitungisejak adanyaisumpah atau 

janjiijabatan. Bawasluimerupakan lembaga iad hoc yang 

dibentukisebelum tahapanipertama pemilu, iyaitu pada tahapaniawal saat 

pendaftaranipemilih yang dimulaiidan dibubarkanisetelah caloniyang 

terpilih dalam pemilu telah dilantiki . 

Dimanaiselama iniidalam pilkadaiyang diketahuiihanya peranan 

KPU, namun ternyata jikaimengenai kesalahaniatau adanyaipelanggaran 

yang dilakukan dalam proses pemiluiada suatuilembaga yang 

dibentukikhusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti 

halnyaidalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, 

DPD, DPRD, DPRiRI, presiden dan wakil  presiden. Pengawas Pemilu 
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dibentuk guna mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menampung  

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan 

pelanggaran pidana pemilu. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga 

penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi 

pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, serta menerima laporan-laporan 

dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan 

atau laporan  yang diperuntukan kepada instansi yang berwenang. Seiring 

berjalannya waktu, denganiadanya peraturan perundang- undangan 

tentang penyelenggaraan pemiluiyang baru yaitu Undang-undang Nomor 

7 Tahuni2017, Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.1Pada 

Negara- negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan 

presidensil (fixed executive) dan sistem pemerintahan parlementer 

(parlemen executive)2. ada penguatanikewenangan Bawasluidalam 

menjalankan tugas danifungsinya sebagai lembagaipengawas pemilu. 

Salah satuipenguatannya yaituitemuan Bawasluitidak lagi 

berupairekomendasi, tetapi sudahimenjadi putusan, Bawaslu 

sekarangimemiliki kewenanganimemutus pelanggaran 

administrasiisehingga temuanipengawas pemilu tidakihanya 

bersifatirekomendasi tetapi bersifatiputusan/keputusan yangiharus 

                                                
2 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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dilaksanakan olehipara pihak, Bawasluijuga diberikanimandat dasar 

berupaipencegahan danipenindakan terhadapipelanggaran pemiluidan 

sengketaipemilu. Selainiitu masihibanyak sekali penguatanikewenangan-

kewenanganiBawaslu dalamimenjalankan tugas dan fungsinya. I 

Berdasarkan  ketentuan Pasali93 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada 

nomor 4 menerangkan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu, lebih lanjut dijabarkan pada poin h yang 

menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan 

dan pemungungat suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. 

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang sebagai salah satu 

badan pengawas tingkat Kota/Kabupaten yang mempunyai tupoksi 

pengawasan di Kabupaten Semarang juga berperan aktif dalam 

mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Badan Pengawas 

Pemilui(Bawaslu) Kabupaten Semarang mencatat pada kampanyeipileg 

dan pilpresi2019 selamaitahun 2019 diwarnai dengan adanyaipelanggaran 

olehiketerlibatan AparaturiSipil Negara (ASN), perangkatidesa dan 

BadaniPermusyawaratan Desai(BPD). Pelanggaran itu dengan pola-

polaiyang berbeda. iMisalnya denganitidak menunjukkaniidentitas 

sebagai ASNimaupun perangkatidesa dan BPDidan terdapatiadanya 

indikasiikampanye negatif34. 

 

                                                
 
4 Bawaslu.jatengprov.go.id.diaksesitanggal 17 November 2021 
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Selamaipelaksanaan Pemilui2019, BadaniPengawas Pemilui 

Kabupaten Semarang  menemukanidan mencatatibahwa pemilu 

2019idiwarnai dengan adanyaibeberapa pelanggaraniadministrasi 

pemiluiyang terjadi diiKabupaten Kabupaten Semarang. Jumlahitemuan 

dugaani pelanggaran administrasiipemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota 

yangiditeruskan kepadaiBawaslu Provinsi Jawa Tengah  sebanyaki1 

(satu) itemuan, satuidiantara temuan tersebut dugaan pelanggaran 

administrasi pemilu tersebut sebagai berikut: menurut Kasubbag Teknis 

Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Benny Nugraha, S .IP.,M.A.  

pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Semarang 

menyelenggarakan  Kegiatan Gelar Tikar untuk Mediasi dalam 

Penyelesaian SengketaProses Pemilu. Tepatnya di Aula Bawaslu 

Kabupaten Semarang, Jalan Punakarya Raya, Gedangnak, Ungaran 

Timur. 

 Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Proses Pemilu telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 

kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 

2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah di rubah 

beberapa kali terakhir dengan Perbawaslu 5 Tahun 2019. 

Berdasarkanilatar belakangidi atas penulisitertarik 

untukimelakukan penelitianidengan juduli “Peran BadaniPengawas 

Pemilui (Bawaslu Kabupaten Semarang) dalam  Penyelesaian Sengketa 

AdministrasiiPemilu tahuni2019 (Studi kasus di Kab. Semarang)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakahiperan Badan PengawasiPemilu (Bawaslu) Kabupaten 

Semarang  dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 

2019? 

2. Apakah faktor yang merupakan Hambatan bagi Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang  dalam menangani 

pelanggaran proses Pemilu, dan apa Solusinya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang 

diharapkan mampu dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Kabupaten Semarang  dalam menangani pelanggaran proses Pemilu 

tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani 

pelanggaran proses Pemilu tahun 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan 

memeberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap 

jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan di bangku 

perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai 

peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani 

pelanggaran proses Pemilu tahun 2019. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih merinci 

mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten 

Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 

2019. 

b. Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan 

masukan bagi Penyelenggara Pemilihn Umum khususnya KPU, 

Bawaslu maupun pihak terkait lainnya dengan penyelenggaran 

Pemilu  
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Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau 

pedoman yang berguna bagii Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu. 

 

E. Terminologi 

Dalaml penelitianl inil  penulisl memilihl judull “Peran Badan Pengawas 

Pemilu Kabupaten Semarang dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi   

(Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Semarang )”.l Denganl penjelasanl artil  

daril judull tersebut l yakni: 

1. Peran 

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat5. 

2. Badan Pengawas Pemilu 

Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia6. 

3. Pemilu  

Pemilu adalah suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. 

Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik 

tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi 

karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui 

pemilu yang fair7. 

4. Sengketa 

                                                
5 https://kbbi.web.id/peran 
6 Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
7 https://kbbi.web.id/pemilu 
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Sengketa ialah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada 

objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan 

diantara mereka. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok 

sosial atau institusi8 

 

F. Metodologil Penelitian 

Agarl menghasilkanl karyal tulisl ilmiahl yangl lebihl terarahl danl dapat l  

dipertanggungjawabkanl secaral ilmiah,l makal harusl  didukungl denganl fakta-

faktal akurat l yangl diperolehl daril penelitian, l makal  metodel penelitianl yang l  

digunakanl antaral lain: 

 

1. Pendekatanl penelitian 

Metodel penelitianl  yangl digunakanl adalahl penelitianl sosiologis,l yaitu l  

penelitianl yang l dilakukanl mengacul pada l norma l hukuml yangl terdapat l padal  

peraturanl perundang-undanganl sertal norma-normal yangl berlaku l dil lingkup l l  

BAWASLU Kabupatenl Semarang. 

 

2. Pendekatanl Masalah 

Dalaml sudil hukum, l pendekatanl yang l dilakukanl adalahl pendekatanl  

perundang-undanganl danl pendekatanl konsep.l Pendekatanl perundang-

undanganl dilakukanl untukl menelitil aturan-aturanl yangl membahasl mengenail  

prinsipl peran BAWASLU dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 

                                                
8 https://elearning.menlhk.go.id/ 



14 

 

 

 

3. Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah dataikualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan 

mendiskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan 

yaitu data yangiberbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek. l 

Sedangkanl datal sekunderl terdiril daril bahanl  hukuml primer, l bahanl  hukuml  

sekunderl . 

a. Data primerl. 

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-

undangan. 

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, 

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggara Pemilu. 

3. Wawancaraiyang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah 

danipertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang 

diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam 

penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecekiulang 

data dari hasil observasi di Kantor Bawaslu Provinsi Jateng. 

 Wawancaraidalam penelitian ini dilakukan dengan 

mendatangi langsung informan penelitianidan menanyakan 

kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan 
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pokokipermasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam 

untuk memperolehidata langsung melalui serangkaian tanya 

jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

peran Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani 

pelanggaran proses Pemilu9 

4. Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan 

yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara 

langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-

hal yang akan diamati antara lain peran Bawaslu Kabupaten 

Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu. 

b. Data Sekunder 

  Bahanl hukuml  sekunderl yangl terutamal adalahl buku-buku l  

hukuml  termasukl  skripsi, l tesis,l  danl  disertasil hukuml  danl  jurnal-jurnall  

hukuml (dalaml bentukl onlinel juga l termasuk). l        

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari.: 

 

1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau 

beberapa permasalahan hukum, termasuk di dalamnya 

ada skripsi, tesis, maupun disertasi hukum. 

2) Jurnal hukum 

 

3) Kamus hukum 

 

4) Beberapa putusan hakim 

 

5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

                                                
9 Agus riyanto ,S.P.,S.H ,wawancara, Kab. Semarang, 3 Januari 2022 
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6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum 
 

7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018. 
 

 

  Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data 

dengan menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh data yang 

lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil 

data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. 

Dokumentasi ini diambil guna memperoleh data- data, foto, serta 

catatan lapangan. 

4. Metodel pengumpulanl data 

 Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-

data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan 

serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah 

peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis 

ini. Sedangkan data perimer diperoleh melalui wawancara yang 

pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 

5. Metode Analisi data  

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka  metode dapat menggunakan metode analisis yang berupa 

deskiriptif analisis, dimana di dalamnya menggunakan pendekatan 
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kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.12 Secara 

sistematis disusun menggunakan analisa kualitatis yang tidak 

menggunakan data angka-angka ataupun perhitungan lainnya, 

yang menonjol adalah menggunakan gambaran penjelasan 

deskripsi isi yang ada pada peraturan, studi kasus permasalahan 

dan mengidentifikasi bahan hukum-hukum yang terkait dengan 

permasalahan penelitian tersebu 



18 

BABl II 

TINJAUAN l PUSTAKA 

 

A. Pengertianl Demokrasi 

Demokrasil adalahl bentukl mekanisme l sisteml pemerintahanl  suatul  

Negaral sebagail  upayal  mewujudkanl  kedaulatanl  rakyat l atasl Negaral untukl 

dijadikanl olehl pemerintahl negaral tersebut. 

  Secaral etimologis, l katal demokrasil (daril bahasal Yunani)l adalahl 

bentukanl daril dua l katal demosl (rakyat)l danl  cratein l ataul cratosl (kekuasaanl  danl  

kedaulatan). l Perpaduanl katal demosl danl crateinl ataul cratosl membentukl katal 

demokrasil yang l memilikil pengertianl umuml  sebagail sebuahl  bentukl 

pemerintahanl rakyat l dil manal kekuasaanl tertinggil terletakl ditanganl rakyat l 

danl dilakukanl secaral langsung l olehl rakyat l ataul melaluil paral wakill merekal  

melaluil mekanismel pemilihanl yangl berlangsungl secaral bebas. 

C.l F.l Strongl mendefenisikanl demokrasil sebagail suatul sisteml  

pemerintahanl dalaml manal mayoritasl anggotal dewanl  daril masyarakat l politikl  

ikut l sertal atasl dasarl  sisteml perwakilanl yang l menjaminl  bahwal  pemerintahl  

akhirnyal mempertanggung-jawabkanl tindakan-tindakanl kepadal mayoritas l 

itu10. 

Menurut l Miriaml  Budiarjo l istilahl demokrasil berasall  daril  Katal Yunanil  

yaitul Demosl yangl berartil rakyat l danl kratosl yang l berartil kekuasaan11.l Dalaml  

katal lainl Demokrasil adalahl pemerintahl berasall daril  rakyat, l olehl rakyat l danl  

                                                
10

l C.Fl Strong, l Demokrasil Modern,,…..h. l 31 
11

l Demokrasil berasall daril Katal Yunanil yaitul Demosl yangl berartil rakyatl dan l kratosl yangl berartil 

kekuasaan l (Miriaml Budiarjo, l 2008:l 108) 
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untukl rakyat.l Kemudianl ial membagil demokrasil dalaml  dual modell yaitu l  

demokrasil langsung l (directl  democrary)l  merupakanl suatul bentukl  

pemerintahanl  dimanal  hakl  untukl membuat l keputusan-keputusanl  politik l  

dijalankanl secaral  langsung l olehl seluruhl wargal Negaral yang l bertindak l  

berdasarkanl prosedurl mayoritas, l sedangkanl demokrasil perwakilanl  

(representativel democracy)l adalahl suatul bentukl pemerintahl dimanal hak l  

untukl membuat l keputusanl politik l melaluil wakill  yangl ditunjukl olehl  rakyat. 

Demil  terciptanyal  prosesl demokrasil  setelahl  terbentuknyal  sebuahl  

pemerintahanl demokratis l lewat l mekanismel pemilul demokratis, l Negaral  

berkewajibanl untukl membukal saluran-saluranl demokrasi. l Selainl saluranl  

demokrasil formall lewat l DPRl danl partail politik, l untukl mendapat l masukanl  

danl kritik l daril warga l negaral dalaml rangka l terjadinyal controll terhadapl  

jalannya l pemerintahan, l pemerintahl yangl demokratisl berkewajibanl  

menyediakanl danl menjagal saluran-saluranl demokrasil nonformall bisa l  

berupal  penyediaanl fasilitas-l fasilitasl  umuml  ataul ruangl  publikl sebagail  saranal  

interaksil  social, l  sepertil  stasiunl radio l danl televise, l taman, l dll.l Sarana l publikl  

inil dapat l digunakanl olehl semual wargal Negaral untukl menyalurkanl  

pendapatnyal secara l bebasl danl aman.Rasa l amanl  dalaml  menyalurkanl  

pendapat l danl sikapl harusl dijaminl olehl Negaral melaluil undang-undang l yangl  

dijalankanl olehl aparaturnyal secaral adil. 

Pelaksanaanl  demokrasil yangl berkualitas l memerlukanl  kemauanl  danl  

keseriusanl terutamal daril pemerintahl danl adanyal dukunganl daril warga l  

Negara.Jika l tujuanl  menghadirkanl demokrasil berkualitasl hanya l disandarkanl  
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padal usaha-usahal wargal Negaral tanpal adanyal kemauanl danl dukunganl daril  

pemerintahl itul berartil memberikanl kesempatanl bagil terbukanya l persoalanl  

sosiall dalaml  kehidupanl berwargal Negara. 

Menurut l Johnl Lockel berpandanganl bahwa l kekuasaanl penguasa l itul  

tidakl  akanl  mutlak, l tetapil  selalu l  terbatas,l individu-l individul  tidak l menyerahkanl  

seluruhl hak l alamiahl mereka, l  danl dalaml mengadakanl perjanjianl denganl  

seorangl ataul sekelompokl orang. l Jonhl Lockel jugal menyampaikanl bahwa l  

mewatasil  kewenanganl  penguasal  negara l kiranyal hak-hak l asasil  warga l 

negaranya l terlindungi. l Dominasil tugasl negaral juga l harus l dibagil  menjadil tiga l  

kekuasaanl yakni, l  eksekutif l (yang l mempertahankanl  peraturan-peraturanl danl  

mengadili), l federativel  (yang l  tidakl termasukl lapanganl  kekuasaanl terdahulu)l  

,legislatif l (yangl membuat l undang-undang). l Hall  inil  membatasil seluruhl  

langkahl penguasal negara l agarl tidakl bertindak l semaunyal tetapil harusl  

berdasarkanl danl berakarl padal aturanl yang l berlaku12. 

Sebagaimanal diketahui, l  pemakaianl konsepl  demokrasil dil  era l modernl  

dimulail  sejak l terjadinyal  pergolakanl  revolusioner l  dalaml  masyarakat l Barat l 

padal akhirl abadl ke-18.l Pada l pertengahanl  abadl  ke-20l dalaml  sebuahl perdebatanl  

menyoall artil demokrasil muncull tigal pendekatanl umum. l Pertama,l sebagail  

suatul bentukl pemerintahan, l demokrasil telahl didefinisikanl berdasarkanl  

sumberl wewenangl  bagil  pemerintah. l  Kedua,l  tujuanl  yang l dilayanil  olehl  

pemerintahl  danl Ketiga,l prosedurl untukl membentukl pemerintahan. l Kriteria l  

demokrasil yang l lebihl menyeluruhl diajukanl olehl Gwendolenl M.l Carter, l Johnl  

                                                
12

l Evil Purnamawati,l “l Perjalananl Demokrasil DIl Indonesia”,l Vol.18l Nomorl 2,l Meil 2020,l hlm.l 252 
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H.l Herzl danl Henryl B.l Mayo. l Carterl danl Herz l  mengonseptualisasikanl  

demokrasil sebagail  pemerintahanl yangl dicirikanl olehl dijalankannya l prinsip-

prinsipl berikut: 

1. Pembatasanl terhadapl tindakanl pemerintahl  untukl memberikanl  

perlindunganl  bagil individul  danl  kelompokl denganl  jalanl  menyusunl  

pergantianl pimpinanl secaral berkala,l tertib, l damai, l danl melaluil alat-alat l  

perwakilanl rakyat l yangl efektif. l  

2. Adanya l sikap l toleransil terhadap l pendapat l yangl berlawanan 

3. Persamaanl dil depanl hukuml yangl diwujudkanl denganl sikap l tundukl kepada l  

rulel ofl law l tanpal membedakanl kedudukanl politik. 

4. Adanya l pemilihanl yang l bebasl denganl disertail adanyal modell perwakilanl  

yangl  efektifl . 

5. Diberinyal  kebebasanl  berpartisipasil  danl  beroposisil bagil  partail  politik, l  

organisasi, l kemasyarakatan, l masyarakat, l danl perseoranganl sertal prasarana l  

pendapat l umuml semacaml persl danl medial massa. 

6. Adanya l penghormatanl  terhadapl hakl rakyat l  untukl menyatakanl  

pandangannyal betapal tampakl  salahl danl tidakl  populernyal  pandanganl  itu. 

7. Dikembangkannya l sikap l menghargail hak-hakl minoritasl danl peroranganl  

denganl lebihl mengutamakanl penggunaanl cara-caral persuasil danl diskusil  

daripadal koersil danl represi. l Henryl B.l Mayo l  melanjutkanl denganl  

menyebutkanl nilai-nilail  yang l harusl dipenuhil  agarl  negaral dapat l disebut l  

sebagail demokrasil dil  antaranya.l l Menyelesaikanl  pertikaian-pertikaianl  

secaral damail  danl sukarela. 
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Pengertianl demokrasil secaral istilahl menurut l paral ahli,l adalahl sebagail  

berikut:13
l  

a. Josephl A.l Schumpeter, l demokrasil merupakanl suatul perencanaanl  

institusionall untukl mencapail keputusanl politikl dimana l individu-

individul memperolehl kekuasaanl untukl memutuskanl caral perjuanganl  

kompetitifl atasl suaral rakyat. l Schumpeterl jugal menyatakanl  

pengertianl  demokrasil  secaral sempit l yaitu l demokrasil  merupakanl  

mekanisme l politikl untukl memilihl pimpinanl  politik. 

b. l Sidneyl Hook,l demokrasil adalahl bentukl pemerintahanl dimana l  

keputusankeputusanl pemerintahanl yangl penting l secaral langsungl  

ataul tidak l langsungl didasarkanl padal kesepakatanl mayoritasl yang l  

diberikal secaral bebas l daril rakyat l dewasa. 

c. Henryl B.l Mayo,l demokrasil adalahl sisteml politikl yangl menunjukkanl  

bahwa l kebijakanl umuml ditentukanl atasl asarl mayoritas l olehl wakil-

wakill secaral efektifl olehl rakyat l dalaml pemilihan-pemilihanl berkala l  

yangl didasarkanl atasl prinsipl kesamaanl politikl danl diselenggarakanl  

dalaml  suasanal terjaminnyal  kebebasanl politik. 

Daril beberapal pengertianl demokrasil  danl  pendapat l paral ahli,l maka l  

demokrasil adalahl suatul polal pemerintahanl dimana l kekuasaanl untukl 

memerintahl berasall daril mereka l yang l diperintahl ataul demokrasil adalahl pola l  

pemerintahanl yang l mengikut l sertakanl secaral aktifl semual anggotal masyarakat l  

dalaml  keputusanl yang l diambill  olehl merekal yang l diberil wewenang. l Makal  

                                                
13

l Titikl Triwulan l Tutik,l Konstruksil Hukuml Tatal Negaral Indonesial Pascal Amandemen l UUDl 1945,l 

Prenadal Medial Group,l Jakarta, l 2010,l hlm.l 148 
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legitimasil pemerintahl adalahl kemauanl rakyat l yang l memilihl danl  

mengontrolnya. 

Rakyat l memilihl wakil-wakilnya l denganl bebasl danl melaluil merekal inil  

pemerintahnya. l Disamping l itu,l dalaml negara l denganl  pendudukl jutaan,l para l  

wargal negaral mengambill bagianl jugal dalaml  pemerintahanl melaluil  

persetujuanl danl kritikl yang l dapat l diutarakanl denganl bebas l khususnya l dalaml  

medial  massa14. 

Menurut l Encik l Muhammad l Fauzanl dil dalaml  bukunyal  yangl berjudull  

“Hukuml Tatal Negaral Indonesia”, l demokrasil terbagil dalaml dua l kategoril dasar,l  

yaitu:l demokrasil  langsungl danl demokrasil tidak l langsung l ataul perwakilan. l  

Dual demokrasil yangl sering l menjadil dasarl suatul negaral melakukanl pemilihan. l  

Kital jugal mengenall bermacam-macaml demokrasi, l adal yangl dinamakanl  

demokrasil konstitusional, l demokrasil parlementer, l demokrasil terpimpin, l  

demokrasil rakyat, l demokrasil Soviet,l demokrasil nasional. l Semua l konsep l inil  

memakail  istilahl  demokrasil  yangl  menurut l asall katal berartil “rakyat l berkuasa” l  

ataul “goverment l orl rulel byl  thel people”. 

 

a. Demokrasil Konstitusionall   

Ciril khasl daril demokrasil konstitusionall adalahl gagasanl bahwa l  

pemerintahl yang l demokratis l adalahl pemerintahl yang l terbatasl  

kekuasaannya l danl tidakl  dibenarkanl bertindakl  sewenang-wenang l  

terhadapl wargal  negaranya. l Demokrasil  inil  mendasarkanl pada l  

                                                
14

l Abdull Azizl Hakim,l Op.l Cit., l hlm.l 174 
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kebebasanl ataul individualisme. l Perumusanl yuridisl daril prinsip-

prinsipl inil  terkenall denganl rechtstaatl (negaral  hukum)l danl  rulel  of l 

law15. 

b. Demokrasil yangl Bersandarl atasl Pahaml Komunis 

Dalaml  pandanganl kelompokl aliranl demkorasil yangl  

mendasarkanl dirinya l atasl pahaml komunisl selalul bersikap l  

ambivalenl terhadapl  negara.l Negaral  dianggapnyal  sebagail  suatul alat l  

pemaksal yangl akhirnyal  lenyapl sendiril  denganl  munculnya l  

masyarakat l komunis16. 

c. Demokrasil Rakyat l  

Menurut l peristilahanl komunis, l  demokrasil rakyat l adalahl  

bentukl khususl demokrasil yangl memenuhil  fungsil  diktatorl proletar. l 

Bentukl khususl  inil  berkembangl  dil negara-negara l  Eropal Timurl  

sepertil Cekoslovia, l Polandia, l Hongaria, l Rumania, l  Bulgarial sertal  

Yugoslavia, l danl dil Tiongkok17. 

 

 

d. Demokrasil Parlementer l  

Dalaml  konsep l inil  ada l hubunganl erat l antaral badanl eksekutifl  

denganl badanl legislatif, l  ataul parlemen,l ataul badanl  perwakilanl  

rakyat. l Tugasl ataul kekuasaanl eksekutifl dil sinil diserahkanl kepada l  

suatul badanl yang l disebut l kabinet l ataul dewanl  menteri.l Kabinet l inil  

                                                
15

l Ibid.,l hlm.l 201 
16

l Ibid.,l hlm.l 202 
17

l Ibid.,l hlm.l 203 
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mempertanggung-jawabkanl kebijaksanaannya, l terutamal dalaml  

lapanganl pemerintahanl kepadal badanl perwakilanl rakyat, l yang l  

menurut l ajaranl triasl politikal Montesquieu l diserahil tugasl memegangl  

kekuasaanl perundang-undangan, l ataul kekuasaanl legislatif.18 

Sehinggal  dapat l disimpulkanl  bahwanl demokrasil  inil  adalahl  

demokrasil yangl menonjolkanl perananl parlemenl terhadap l jalannya l  

pemerintahan. l  

e. Demokrasil Terpimpinl  

Dalaml  konsepl  ini,l  paral  pemimpinl  percaya, l  bahwal semua l  

tindakanl  merekal dipercaya l rakyat l tetapil menolakl pemilu.l Lalu l  

banyak l aspekl  telahl  menyimpangl daril  demokrasil  konstitusional, l  

sepertil lebihl didominasil olehl presidenl danl terbatasnyal peranl partail  

politik19. 

Sungguhpunl demokrasil  sudahl menjadil pilihanl politikl yang l diyakinil  

sebagail salahl satul bentukl sisteml politikl yangl terbaikl untukl mencapail  

efektivitas l penyelenggaraanl pemerintahanl negara,l tetapil  dalaml kurunl  waktul 

60l tahunl bangsal Indonesia l merdeka,l praktik l kehidupanl  demokrasil masihl  

mengalamil  pasangl  surut l seiringl denganl  arahl  dinamikal  pembangunanl politikl  

yangl  masihl dalaml  prosesl menentukanl format l systeml politikl ideall  yangl sesuail  

denganl cita-cital demokrasi, l sebagaimana l yangl digagasl olehl thel foundingl  

fathers20 

                                                
18

l Ibid.,l hlm.l 204 
19

l Ibid.,l hlm.l 205 
20

l Ni’matull Huda,l Hukuml Tata... l Op.l Cit.,l hlm.l 270 
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B. Kajian Tentang Pemilu 

 Pemilihanl umuml yangl kemudianl disingkat l menjadil pemilu, l danl  

selanjutnyal katal pemilu l begitul akrabl denganl masalahl politikl danl pergantianl  

pemimpin, l karena l pemilu,l politikl danl pergantianl pemimpinl salingl  berkaitan. l  

Menurut l UUl No.l 7l Tahunl 2017l Tentangl Pemilihanl  Umum. l Pemilul adalahl  

saranal kedaulatanl rakyat l untukl memilihl anggotal Dewanl Perwakilanl Rakyat, l 

anggotal Dewanl Dewanl Perwakilanl Daerah, l Presidenl danl Wakill Presiden, l  

danl untukl memilihl  anggotal Dewanl perwakilanl  Rakyat l Daerah,l yangl  

dilaksanakanl  secaral langsung, l umum, l bebas, l rahasia,l jujur, l danl adill  dalaml  

Negaral Kesatuanl  Republikl  Indonesia l berdasarkanl Pancasilal  danl  Undang-

Undang l Dasarl Negaral Republik l Indonesial Tahunl 1945.l Hasill  pemilihanl  

umuml  yangl  diselenggarakanl dalaml suasanal  keterbukaanl denganl  kebebasanl  

berpendapat l danl berserikat, l dianggapl dapat l menggambarkanl denganl akurat l  

partisipasil sertal aspirasil  rakyat. 

Selainl itul pemilul adalahl suatul bentukl caral untukl melaksanakanl azaz-

azazl  demokrasi, l pemilul  biasanyal  dilaksanakanl  dil  Negara-negara l  

demokratis, l kemudianl dianggapl caral paling l  baikl sebagail saranal  

menyampaikanl aspirasil rakyat. 

 

Pelaksanaanl  pemilihanl umuml dil  Indonesial  berdasarkanl  padal  landasanl  

sebagail berikut l : 

a. Landasanl Idill yaitu l Pancasila l :l  Sila l ke l empat l Pancasilal yaitul : l  

Kerakyatanl yangl  dil pimpinl  olehl hikmahl kebijaksanaanl dalaml  
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permusyawaratanl perwakilan. 

b. Landasanl Yuridisl  –l Konstitutisional, l  yaitul UUDl NRIl  1945l :l Pemilihanl  

umuml berdasarkanl asasl langsung,l umum,l bebas, l rahasia, l sertal jujurl  

danl adil.l Asasl pemilul inil bisal disebut l Luberl Jurdil yangl merupakanl hak l  

setiapl warga l Negaral Indonesial dalaml  memilikil wakil-wakill  rakyat. l 

Pemilihanl umuml salahl satul fungsinyal adalahl saranal konversil suaral  

rakyat l danl  perwujudanl kedaulatanl  rakyat l untukl menghasilkanl  

pemerintahanl  yangl  berdasarkanl Pancasilal  danl  Undang-Undangl  Dasarl  

1945.l Dalaml setiap l pelaksanaanl pemilu,l baikl Pemilul Legislatif, l  

Pemilul Presidenl danl Wakill  Presiden, l Pemilul  Kepala l Daerah, l  tidak l  

terlepasl daril berbagail bentukl pelanggaran. l  

Untukl itul didalaml pemilihanl umuml dembagal Independenl yang l telahl  

dibuat l pemerintahl tigal lembaga l yangl harusl bersikap l netrall dalaml  

Penyelenggaral Pemilu l Dalaml  Pasall  1l Ayat l (7)l UUl No l 7l  Tahunl 2017l  berbunyil  

bahwa l “Penyelenggaral Pemilul adalahl lembagal yangl menyelenggarakanl  

Pemilul yang l terdiril atasl Komisil  Pemilihanl Umum,l Badanl Pengawasl  Pemilu, l  

danl  Dewanl Kehormatanl  Penyelenggaral  Pemilu l sebagail  satul kesatuanl fungsil  

Penyelenggaraanl Pemilul untukl memilihl anggotal Dewanl Perwakilanl  

Rakyat, l anggotal Dewanl Perwakilanl  Daerah, l Presidenl  danl  Wakill  Presiden, l  

danl untukl memilihl anggotal Dewanl Perwakilanl Rakyat l Daerahl secara l  

langsungl olehl rakyat.”l 

21Daril pasall  tersebut l menyatakanl bahwal  Bawaslul  

yangl  berperanl dalaml  pengawasanl  wajibl bertanggungl  jawabl dalaml seluruhl  

                                                
21

l Pasall 1l Ayatl (7)l UUl Nol 7l Tahun l 2017 
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tahapanl pemilu. l Danl  bawaslu l memilikil jargonl yaitul mengawasi, l memilikil  

semangat l akanl kesuksesanl penyelenngaraanl pemilu. 

Prof.l Mirriaml Budiarjo l 

22maupunl Jeanl Blondell 

23secaral umuml 

membedakanl sisteml pemilihanl umuml  menjadil dual  prinsip l pokok,l yaitul : 

1. Single-memberl constituencyl (Mahfudl MDl danl Internationall  

IDEAl menyebutnyal denganl istilahl Sisteml Pluralis)l yaknil suatul 

daerahl pemilihanl memilihl satul wakil,l  biasanya l disebut l Sisteml  

Distrik. 

2. Multi-memberl constituencyl ataul daerahl denganl  pemilihanl  

beberapa l wakil, l biasanya l disebut l Sisteml Perwakilanl Berimbang. 

 

Selainl  kedual  sisteml pemilul diatas, l olehl  Mahfudl  MDl ditambahl satul  

lagil sisteml pemilu, l yaitul SistemSemil Proporsional. l Dalaml sisteml ini,l partail  

politikl yangl tidak l dapat l dukunganl suaral terbanyakl masihl dapat l memperolehl  

perwakilan. l Namunl sisteml  inil  tidakl  dirancangl  untukl memberikanl alokasil  

perwailanl denganl persentasel suaral yangl diperolehl partail politikl denganl  

sisteml Proportionall Representation.l 

24 

a. Sisteml  Pluralitas/Distrik 

Mahfud l MDl menjelaskanl sisteml distrikl ditentukanl atasl  

kesatuanl geografisl dimanal setiapl geografis l yangl  disebut l  

distrikl hanya l memilihl  seorang l wakil.l  Sehingga, l sisteml inil  

                                                
22

l Agusl Effendi, l Op.Cit,l h.l 305-306 
23

l Veril Junaedil l et.al,l 2013,l Politikl Hukuml Sisteml Pemilu:l Potretl Keterbukaanl danl Partisipasil Publikl 

dalaml Penyusunanl Undang-Undangl Nomorl 8l Tahunl 2012l tentangl Pemilihanl Umuml Anggotal 

DPR,l DPDl danl DPRD,l Yayasan l Perluden,l Cetakan l I,l Aprill 2013,l h.l 103 
24

l Jayantil Puspitaningrum,l Op.Cit, l h.l 35 
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mengatur,l dalaml  hall untukl dapat l terpilihl dalaml suatul daerahl  

pemilihanl  (distrik), l seorang l kandidat l ataul beberapal orangl  

kandidat l harusl memenangkanl sejumlahl tertinggil daril suaral  

yangl  sah,l ataul dalaml beberapa l varian,l mayoritasl  daril suaral  

yangl  sahl dalaml distrikl tertentu.25 

 

Ada l beberapa l keungguulanl daril  Sisteml Distrik l  adalahl  sebgail  

berikut:26 

1. Sisteml inil lebihl mendorongl kearahl integrasil parpoll karena l kursil yang l  

diperebutkanl dalaml setiapl distrikl pemilihanl hanyal satu. 

2. Fragmentasil  partail  danl  kecenderunganl partail  barul  dapat l dibendung l  

danl akanl mendorongl kearahl penyederhanaanl partail tanpa l ada l  

paksaan. 

3. Wakill  yangl dipilihl  dapatdikenall olehl komunitasnyal sehingga l  

hubungannya l denganl konstituenl lebihl  erat l danl orangl  yangl  telahl  

terpilihl  akanl  cenderungl memperjuangkanl kepentinganl  distriknya. 

4. Lebihl mudahl bagil partail pemenangl untukl menguasail parlemenl  

sehinggal tidakl perlul  mengadakanl koalisi. 

 

f. Sisteml  Representasil Proporsional 

Sisteml  Representasil Proporsionall adalahl  prosesl  

mengkonversil  proporsil suaral partail  menjadil proporsil  kursil dil  

                                                
25

l Ibid,l h.l 34 
26

l Budiono,l 2017,l Menggagasl Sisteml Pemilihanl Umuml Yangl Sesuail Denganl Sisteml Demokrasil 

Indonesia,l Jurnall Ilmiah l Dunial Hukuml Vo.l 13l No.l 1l Oktober l 2017,l h.l 39 
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lembaga l legislatif. l Sisteml inil mensyaratkanl  penggunaanl daerahl  

pemilihanl  denganl  lebihl  daril satul wakil. l Ataul denganl  katal lain l  

presentase l kursil dil lembagal perwakilanl rakyat l dibagikanl kepada l  

tiap-tiapl parpoll sesuail denganl presentasel jumlahl suaral yang l  

diperolehl tiap-tiapl parpol.27 

 Secaral umuml  kelebihanl sisteml  proporsionall  adalahl sebagail  

berikut:28 

1. Sisteml  Proporsionall  bersifat l repesentatifl  karenal  setiapl suaral ikut l  

diperhitungkanl sehingga l tidakl ada l suaral yangl hilang.l Sisteml inil  

cenderung l menghasilkanl komposisil  padal  parlemenl yangl  mewakilil para l  

pemilhnya. l Hall  inil menghilangkanl kesenjanganl  antaral suaral nasionall  

denganl jumlahl kursil dil  parlemen. 

2. Sisteml Proporsionall memungkinkanl terpilhnya l wakill daril kelompokl  

minoritasl danl mendorongl partail untukl mengajukanl daftarl calonl yang l  

inklusifl danl secaral komunall berbeda-beda. 

3. Sisteml Proporsionall memungkinkanl partail  minoritasl untukl  

memperolehl kursil dil  parlemenl danl terwakilinyal golonganl  yangl kecill  

dalaml  lembagal perwakilan. 

g. Sisteml  Campuranl  

Sisteml  pemilu l campuranl  berusahal  menggabungkanl sisi-sisil positifl  

sisteml pluralitas. l Dalaml  sebuahl sisteml campuranl terdapat l dual sisteml  

pemilul yang l menggunakanl formulal berbedal yangl  berjalanl berdampingan. l  

                                                
27

l Budiono,l Op.Cit,l h.l 39 
28

l Muhadaml Labolol dan l Teguh l Ilham,l Op.Cit,l h.l 77 
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Suaral yangl diberikanl olehl  paral pemilihl  yangl  sama l danl  diberikanl kontribusil  

bagil  pemilihanl perwakilanl denganl menggunakanl semual  sistem.l  Indonesia l  

termasuk l salahbl satul yangl memilihl sisteml  campuranl  inil  karena l kegagalanl  

sisteml proporsionall  dalaml menjawabl masalahl  utamanya, l yaitu l seberapal  

besarl tinkat l kemungkinanl sistempemilul yangl diterapkanl  menghasilkanl  

kekuatanl mayoritasl dil parlemenl danl adalahl jaminanl bahwa l penerapnl sisteml  

pemilul dapat l menyederhanakanl partail secaral alamiah. l Hasill pemilul sejakl  

1995,l 1999,l 2004,l 2009l telahl menunjukkanl kegagalanl  itu.l Sisteml PR l gagall  

mengantarkanl  adanyal  partail pemenang l mayoritasl dil parlemenl danl adanya l  

akuntabilitas l anggotal DPRl terhadapl konstituennya29.l  

C. Pemilul dil Indonesia 

Padal tahunl 1955l negaral Indonesia l bsia l dikatakanl sebagail negaral yang l  

barul memulail  untukl menjadil  negaral yang l berdemokrasi. l Demokrasil adalahl  

pemerintahanl daril rakyat,l olehl rakyat,l danl untukl rakyat, l dimana l rakyat l  

berperanl langsungl dalaml pemerintahanl danl kekuasaanl tertinggil dipegangl  

olehl  rakyat l .Saranal daril  demokrasil  adalahl  pemilihanl  umuml yang l ditujukanl  

untukl menampungl aspirasil  rakyat l dalaml  pemerintahan. l Pemilihanl Umuml  

adalahl mekanisme l politikl yang l berhubunganl erat l dalaml sisteml politik l  

demokrasil denganl harapanl aspirasil politik l yangl berbedal akanl menyalurkanl  

aspirasil merekal lewat l partai-partail politikl ataul calon-calonl yangl merekal  

dukung.l 

30
l  

                                                
29

l Moch.l Nurhasim,l 2014l Fisibilitasl Sisteml Pemilul Campuran:l Upayal Memperkuatl Sisteml 

Presidensiall Dil Indoneisa,l Jurnall Penelitian l Politik,l Volumel 11l No.l 1l Junil 2014,l h.l 153 
30

l Ahmadl Syafiil “Demokrasil danl Negaral Hukum”,l Jurnall Hukum,l Vol.l 3l Nomorl 16l Julil 1996,l hlm.380 
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Pergeseranl kekuasaanl sepertil pergantianl pimpinanl  negaral (suksesi) l  

danl  pimpinanl pemerintahan, l perubahanl  haluanl negaral danl politikl secara l  

konstitusionall amanl danl teraturl tanpal kekacauanl danl kekerasanl ataul kupl  

adalahl denganl pemilihanl umum. l Sejarahl pemilihanl umuml dil Indonesial  

dimulail padal awall zamanl revolusi. l Rencanal untukl mengadakanl pemilihanl  

umuml nasionall  sudahl diumumkanl padal 5 l Oktoberl 1945,l kemudianl pada l 1946 l  

diadakanl pemilihanl umuml dil Karesidenanl Kediril danl Surakartal yang l  

cakupannyal untukl lokall saja l sedangkanl untukl skala l nasionall masihl beluml bisal  

terealisasikan. 

Bahkanl  sejak l tahunl 1950,l  janji-janjil  mengenail  pemilihanl  umuml  

nasionall sudahl  seringl dikemukakanl olehl berbagail  kabinet.l Dalaml  

kenyataannya, l pemerintahl menundal pelaksanaanl pemilihanl umuml untukl  

mengurusl hal-hall yangl lebihl pentingl dibandingkanl denganl pemilihanl umum, l  

ditambahl  denganl adanyal gerakanl menentang l diadakannya l pemilihanl umuml  

yangl  dilancarkanl  olehl sejumlahl partail sertal kelompok-kelompokl anggotal 

parlemenl sementara,l mengakibatkanl terhambatnyal pelaksanaanl pemilihanl  

umum. l Pemilihanl umuml tahunl 1955l inil  merupakanl  pemilihanl umuml yang l  

disiapkanl danl diselenggarakanl olehl tigal kabinet l yangl berbeda. l Persiapannya l  

dilakukanl olehl kabinet l Wilopo, l sedangkanl pelaksanaannyal dilakukanl olehl  

kabinet l Alil Sastroamidjojo l danl kabinet l Burhanuddinl Harahap.l Kabinet l  

Wilopo l mempersiapkanl rencana l undang-undangl danl mengesahkanl  

undangundang l pemilihanl umum. l Kabinet l Alil Sastroamidjojo l melaksanakanl  

pemilihanl  umuml sampail  tahap l kampanye l kemudianl  digantil  kabinet l 
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Burhanuddinl Harahap l yang l melaksanakanl tahapanl selanjutnyal yaitu l  

pemungutanl  suara. l Peristiwa l yangl  mendorongl danl  mempercepat l adanya l  

pemilul 1955l inil ialahl Peristiwal 17 l Oktoberl 1952,l yaitul terjadinyal demonstrasil  

dil depanl Istana l Negaral danl pengrusakanl gedungl parlemenl olehl para l  

demonstranl denganl  tujuanl memintal  pembubaranl parlemenl  

31.l Padal tahun-

tahunl awall kemerdekaan, l stabilitas l politikl danl keamananl dalaml negeril beluml  

stabill  karenal saat l itul Indonesia l sedang l menghadapil seranganl daril Belanda l danl  

sekutunyal yangl bermaksud l untukl menguasail kembalil Republik l Indonesia. l  

Olehl  karenal  itulahl  pembahasanl inil  menjadil  menarik, l jikal  l melihat l upaya l  

pemerintahl dalaml menyelenggarakanl pemilihanl umuml yangl pertamal dil  

negara l Indonesial inil agarl berjalanl sesuail harapanl ditengahl kondisil politik l  

dalaml negeril yangl tidakl kondusif. l Walaupunl demikian, l olehl berbagail  

kalanganl pemilihanl umuml 1955l dianggapl sebagail pemilihanl umuml yang l  

terbaikl diantaral beberapa l pemilihanl umuml yangl telahl dilaksanakanl dil  

Indonesia l karenal dianggapl jauhl daril kecuranganl danl bersihl daril hal-hall yang l  

berbaul politikl ketikal negaral Indonesia l barul tumbuhl danl berkembangl menjadil  

negara l yangl berdemokrasi. 

Padal dasarnyal demokratis l tidaknyal suatul penyelenggaraanl pemilu l  

ditentukanl olehl beberapal unsur, l yangl salahl satunyal  yaitul sisteml pemilul  

32.Padal dasarnya, l antaral negaral demokrasil danl negaral huuml ibarat l dual sisil daril  

satul matal uang. l Tanpa l dukunganl penegakanl hukum,l negaral demokrasil  tidak l  
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l Imaml Suhadi,l 1981:l 6 
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l Ibid,l h.l 300 
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akanl pernahl terwujud, l sebaliknyal  tanpal  kehidupanl  politikl  yangl  demokratis l  

maka l hukuml tidakl akanl dapat l ditegakkan. 

Pemilihanl umuml 1971 l merupakanl pemilihanl umuml yang l  

dilaksanakanl pertamal kalil pada l masal pemerintahanl Presidenl Soeharto. l 

Setelahl  gagalnya l G l 30l  S/PKIl  tahunl  1965l  kehidupanl  politikl Indonesial  

mengalamil perubahanl yangl  drastisl danl prinsipil. l Pertamal berakhirnya l  

kepemimpinanl  Presidenl  Soekarno l danl  runtuhnya l sisteml  politikl  demokrasil  

terpimpin, l kedual meningkatnyal perananl ABRIl danl yangl ketigal adalahl  

lahirnyal Ordel Barul  dil bawahl kepemimpinanl Soeharto l denganl sisteml  politik l  

Demokrasil Pancasila. l Semenjak l memegangl kendalil kekuasaan, l pemerintahl  

Ordel Barul yang l bertekadl untukl melaksanakanl Pancasila l danl  UUDl  1945l secara l  

murnil danl konsekuen, l bersifat l antil komunisl danl  berorientasil kuat l padal  

pembangunanl mencoba l untukl membangunl sisteml pemilihanl umuml yang l  

mampul  memeliharal  stabilitas l pemerintahan. l  Salahl  satul tugasl penting l yang l  

harus l dilaksanakanl  Presidenl  Soeharto l adalahl menyelenggarakanl pemilihanl  

umum, l hall inil telahl diputuskanl olehl MPRSl  dalaml Ketetapanl No.l 

XI/MPRS/1966. 

Padal tanggall 24 l Novemberl  1966l Presidenl Soeharto l menyampaikanl  

sebuahl Rancanganl Undang-Undangl (RUU)l tentangl kepartaian, l keormasan, l  

danl kekaryaanl kepada l DPR-GR.l tetapil menjelangl Pemilul 1971l Rancanganl  

Undang-Undang l tersebut l beluml  terselesaikanl  sehinggal dalaml  pasall peralihanl  

dinyatakanl bahwal Partail Politik,l Ormasl danl Golonganl Karya l bolehl  

mengambill bagianl dalaml pemilihanl umum.l Presidenl Soeharto l juga l  
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memperbolehkanl  partail yangl awalnyal  direhabilitasil yaitul  Partail Murba l untukl  

ikut l menjadil pesertal dalaml pemilihanl umum. l Golonganl Karya l merupakanl  

gabunganl daril  7l  KINOl 63 l (Kelompokl Induk l Organisasi) l  yaitul  Soksi,l Kosgoro, l 

MKGR,l Gakari, l Porfesi, l Ormasl Hankaml danl Gerakanl Pembangunanl yang l  

kemudianl  muncull denganl satul tandal gambarl  padal pemilihanl umuml 1971.l  

Padal tanggall 7l Februaril 1970l Presidenl Soeharto l menyarankan l  

pengelompokanl partai-partail  politik,l yang l mengemukakanl bahwa l  

partaipartail tersebut l bertujuanl untukl mempermudahl kampanyel pemilihanl  

umuml tidak l untukl melenyapkanl partai.l Setiapl partail  memilikil  identitasnyal  

sendiri, l pengelompokanl partail  tersebut l antaral lainl  adalahl golonganl  nasionalis, l  

golonganl spirituall danl golonganl karya.l Terhadapl gagasanl inil makal IPKIl danl  

PNIl merupakanl dual partail yangl memberikanl dukungan.l Padal tanggall 9l Maret l  

dibentukl Kelompokl Demokrasil Pembangunanl ataul Kelompokl Materiall  

Spirituall yaitul kelompokl partail  yangl menekankanl  padal pembangunanl materiill  

tanpal mengabaikanl aspek l spirituall yangl merupakanl gabunganl daril PNI, l IPKI,l 

MURBA,l Parkindo l danl Partail Katolik.l  

Kelompokl yang l kedual adalahl Kelompokl Persatuanl Pembangunanl  

ataul Kelompokl Spirituall Materiill yaitul kelompokl partail yangl menekankanl  

pembangunanl spirituall  tanpal  mengabaikanl aspekl  materiill  yang l terdiril atasl  

Nahdlatull  Ulama, l Parmusi, l PSIIl danl Perti. 

Berbedal denganl pemilihanl umuml periodel sebelumnyal yaitu l  

pemilihanl  umuml 1955.33
l Berazaskanl padal  kebersamaanl danl LUBERl  

                                                
33

l Feith,l Herbert.l 1999.l Pemilihan l Umuml 1955l dil Indonesia.l Jakarta:l Kepustakaan l Populer l Gramedia 
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(Langsung, l Umum, l Bebasl  danl  Rahasia), l makal padal pemilihanl umuml  1971l  

hanya l berazaskanl padal Langsung, l Umum, l Bebasl  danl Rahasial (LUBER). l  

Adapunl keteranganl daril masing-masingl sifat l tersebut l antaral lainl :l  

1. Langsungl Adalahl setiap l pemilihl memberikanl suaranya l secara l  

langsungl tanpal  perantaral ataul diwakilkanl orangl lain. l  

2. Umuml Adalahl setiapl WNIl yang l telahl memenuhil syarat l dapat l ikut l sertal  

menggunakanl hakl pilihnya l dalaml pemilihanl  umum. 

3. Bebasl  Adalahl pemilihl dalaml menggunakanl hakl pilihnyal  dijamin l  

keamanannyal untukl memilihl  sesuail  denganl hatil  nuraninyal  tanpa l  

adanya l paksaanl danl tekananl daril pihakl manapun. 

4. Rahasia l Adalahl  pilihannya l dijaminl olehl peraturanl danl tidakl  akanl  

diketahuil  olehl  pihakl  manapunl  danl  denganl caral apapunl ketika l  

menentukanl pilihannya 

 

Sisteml  pelaksanaanl pemilihanl  umuml  adalahl  sisteml perwakilan l  

berimbangl  denganl  stelsell daftar. l Sisteml inil  seringl dil  sebut l sebagail  

proporsionall representationl systeml ataul multyl  memberl representationl  

menawarkanl beberapa l kursil untukl diperebutkanl  dalaml suatul wilayahl  

pemilihan. l Peranl  partail politikl  menjadil  penentul danl  bukanl  terbatasl padal  

fasilitas l belaka. l dalaml sisteml inil suatul kesatuanl  administratifl misalnya l  

Propinsi, l jumlahl suara l yang l diperolehl setiapl partail menentukanl jumlahl kursil  

dil parlemen, l  artinya l rasio l  perolehanl suaral  antarl partail politikl samal  denganl  

rasio l perolehanl kursil dalaml parlemen. 
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D. Badanl Pengawasl Pemilul  

  Badanl Pengawas l Pemilul ataul yangl disebut l Bawaslul ialahl  Lembaga l  

Penyelenggara l Pemilu l yangl  mengawasil penyelenggaraanl Pemilu l dil seluruh l  

wilayahl Negaral Kesatuanl Republikl Indonesia. 

  Bawaslul  adalahl  suatul badanl yang l mempunyail tugasl danl pokokl 

melakukanl pengawasanl terhadap l tahapanl penyelenggaraanl pemilu, l yang l  

meliputil pemilul anggotal DPR,l DPD,l DPRD,l Pemilul Presidenl danl Wakill  

Presiden, l sertal pemilu l Kepala l Daerahl danl Wakill  Kepala l Daerah.l Bawaslu l  

merupakanl suatul badanl yangl bersifat l tetap, l denganl masal tugasl anggotanya l  

selamal 5 l (lima)l tahun, l dihitungl sejakl pengucapanl sumpah/janjil jabatan.l Dalaml  

pasall 22El ayat l (5)l Undang-Undang l Dasarl Negara l Republik l Indonesial Tahun l  

1945l yangl berbunyi: 

“Pemilihanl umuml diselenggarakan l olehl suatul Komisil Pemilihanl Umum l  

yangl bersifatl nasional,l tetapl danl mandiri”. 

Bawaslul memilikil kewenanganl yang l unikl karenal  menggabungkan l  

tigal  fungsil yangl padal  umumnya l dijalankanl secaral terpisahl olehl  lembaga-

lembaga l negara, l yakni:l  

a. Mempunyail fungsil legislasi, l dalaml hall inil membuat l peraturanl  

yangl  berlakul secaral internall  maupunl eksternal, l  sepertil peraturanl  

Bawaslul  tentangl penyelesaianl sengketa;l  

b. Mempunyail fungsil eksekutif, l yaitul melaksanakanl tugasl  

pengawasan;l danl  
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c. Mempunyail kewenanganl yangl mendekatil fungsil yudikatifl dalaml  

menindakl beberapal kasus,l terutamal yangl terkait l denganl  

penyelesaianl  sengketa 

Bawaslul  ataul Panwaslul adalahl lembaga l adhocl yangl dibentukl sebeluml  

tahapanl pertamal pemilu,l yaitu l pada l tahapanl  pendaftaranl  pemilihl  yangl  dimulail  

danl  dibubarkanl  setelahl calonl  yangl  terpilihl  dalaml  pemilul telahl dilantik. l  

Lembagal  pengawasl pemilul  adalahl  khasl Indonesia, l dil manal Panwaslul  dibentukl  

untukl mengawasil pelaksanaanl tahapan-tahapanl pemilul menerima l pengaduan, l  

sertal menanganil kasus-kasusl pelanggaranl dalaml prosesl pemilu. 

Berdasarl Pasall 89l Undang-undangl Nomorl 7l Tahunl 2017 l tentang l  

Pemlihanl Umum, l pengawasl  pemilu l yaitul 

34: 

1. Pengawasanl  Penyelenggaraanl pemilu l dlakukanl olehl Bawaslu. 

2. Bawaslul  sebagaimanal dimaksudl ayat l (1)l terdiril atasl : 

d. Bawaslu 

e. Bawaslul  Provinsi 

f. Bawaslul  Kabupaten/kota 

g. Panwsalul Kecamatan 

h. Panwaslul Kelurahanl /l desa 

i. Panwaslul LNl  

j. Pengawasl TPS. 

3. Bawaslu, l Bawsalul Provinsi, l Bawaslul Kabupaten/Kota, l Panwaslu l  

Kecamatan, l Panwaslu l Kelurahan/Desa, l Panwaslul LNl Pengawas l TPSl  

                                                
34

l Pasall 89l Undang-undangl No.7l Tahun l 2017l tentangl Pemilihanl Umum 
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bersifat l hierarkis,l termasuk l Bawaslu l Provinsi, l Bawaslul Kabupaten/ l  

Kotal padal satuanl pemerintahanl daerahl yangl bersifat l khususl atau l  

istimewa l yangl diaturl dalaml undang-undang. 

4. Bawaslu, l Bawaslul Provinsil  danl  Bawsalul  Kabupaten/Kotal bersifat l  

tetap. 

5. Panwaslul Kecamatan, l Panwaaslul Kelurahan/l Desa, l Panwaslul LNl danl  

Pengawasl TPS,l sebagaimanal ayat l (1)l bersifat l adl hoc. 

Pasall 93l Undang-undangl Nomorl 7l Tahunl 2017l menjelaskanl Tugasl  

Bawaslul  sebagail berikut l 

35: 

a. Menyusunl  standarl  tatal laksanal  pengawasanl  Penyelenggaraanl  

Pemilul untukl pengawas l pemilul dil setiapl tingkatan; 

b. Melakukanl pencegahanl danl penindakanl terhadap; 

1. Pelanggaranl pemilu 

2. Sengketal prosesl pemilu. 

c. Mengawasil persiapanl  Penyelenggaraanl  Pemilu, l yangl terdiril  daril atasl  

: 

1. Perencanaanl danl  penetapanl  jadwall tahapanl pemilu; 

2. Perencanaanl pengadaanl logistik; 

3. Sosialisasil Penyelenggaraanl Pemilu;l dan 

4. Pelaksanaanl persiapanl lainnyal dalaml Penyelenggaraanl Pemilu l  

sesuail  denganl ketentuanl peraturanl Perundang-undangan. 
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d. Mengawasil pelaksanaanl tahapanl penyelenggaraanl  pemilu, l yang l  

terdiril  atasl : 

1. Pemutakhiranl datal pemilih, l penetapanl daftarl pemilihl sementaral  

danl  daftarl pemilihl  tetap 

2. Penataanl danl penetetapanl daerahl  pemilihanl  DPRD l  

Kabupaten/Kota. 

3. Peneteapanl pesertal Pemilu. 

4. Pencalonanl sampail denganl peneteapanl Pasanganl calon, l calonl  

anggotal DPR,l calonl  anggotal DPD,l danl  anggotal DPRDl sesuail  

denganl ketentuanl undang-undang 

5. Pelaksanaanl kampanyel danl dana l kampanye. 

6. Pengadaanl logistikl pemilu l danl pendistribusiannya 

7. Pelaksanaanl  pemungutanl suaral danl penghitunganl  suaral  hasill  

pemiludil TPS. 

8. Pergerakanl surat l suara,l berital suaral penghitunganl suaral danl hasill  

sertifikat l hasill  penghitunganl suaral  daril tingkat l TPSl sampail  ke l  

PPK. 

9. Rekapitulasil  suara l yang l dilakukanl dil  PPK,l KPUl  Kabupaten/Kota, l 

KPUl Povinsi,l danl KPU 

10. Pelaksanaanl  penghitunganl danl pemungutanl suara l ulang,Pemilu l  

lanjutanl danl Pemilul Susulan. 

11. Prosesl penetapanl hasill  pemilu. 
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Pasall 95l Undang-undang l Nomorl 7l Tahunl 2017l menjelaskan l  

Wewenangl Bawaslu l sebagail berikut l 

36: 

a. menerimal  danl menindaklanjutil laporanl  yangl  berkaitanl  dengan l  

dugaanl adanyal pelanggaranl terhadapl pelaksanaanl peraturanl  

perundang-undanganl yangl mengahrrl mengenail  Pemilu. 

b. memeriksa, l  mengkaji, l  danl  memutusl pelanggaran, l  administrasil  

Pemilu 

c. Memeriksa, l mengkaji, l danl memuttrsl pelanggaranl politikl uang 

d. Menerima, l memeriksa, l memediasil ataul mengadjudikasi, l danl  

memuhrsl penyelesaianl sengketal prosesl Pemilu; 

e. Merekomendasikanl kepadal instansil yang l bersanglmtanl mengenail  

hasill  pengawasanl  terhadapl netralitas l aparat l sipil-negara,l netralitas l  

anggotal Tentaral Nasionall Indonesia, l danl  netralitas l anggotal  

Kepolisianl Republik l Indonesia; 

f. Mengambill  alihl sementaral tugas,l wewenang, l danl kewajibanl  

Bawaslul  Provinsil danl Bawaslul  Kabupaten/Kotal secaral berjenjang l  

jikal Bawaslul Provinsil danl Bawaslul Kabupatenl  berhalanganl  

sementaral akibat l dikenail sanksil ataul akibat l lainnyal sesuail denganl  

ketenftranl peraturanl perundang-undangan; 

g. Meminta l bahanl keteranganl yang l dibuhrhkanl kepadal pihak l terkait l  

dalaml  rangkal  pencegatranl danl penindakanl  pelanggaranl  
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administrasi, l pelanggaranl kodel etik,l dugaanl tindak l pidana l Pemilu, l  

danl  sengketal prosesl Pemilul ; 

h. Mengoreksil putusanl  danl rekomendasil Bawaslul Provinsil dan l  

Bawaslul  Kabupaten/Kotal apabilal  terdapat l hall yangl bertentanganl  

denganl ketentuanl peraturanl perundang-undangan 

i. Membentukl Bawaslul Provinsi, l Bawaslul Kabupaten/l Kota, l danl  

Panwaslul LN; 

j. Mengangkat, l membina,l danl memberhentikanl anggotal Bawaslu l  

Provinsi, l anggotal Bawaslul Kabupaten/Kota, l danl anggotal  

Panwaslul LN;l  

k. Melaksanakanl wewenang l lainl sesuail denganl ketentuanl peraturanl  

perundang-undangan. 

 

Pasall 96l Undang-undang l Nomorl 7l Tahunl 2017l menjelaskan l  

Kewajibanl Bawaslul  sebagail berikut l 

37: 

a. Bersikapl adill dalaml menjdankanl tugasl danl wewenangi 

b. Melakukanl  pembinaanl  danl  pengawasanl  terhadapl  pelaksanaanl  

tugasl Pengawasl Pemilul padal semual tingkatan 

c. Menyampaikanl  laporanl  hasill  pengawasanl  kepadal Presidenl  dan l  

DPRl sesuail denganl tahapanl Pemilul secaral periodikl darr/ataul 

berdasarkanl kebutuhan. 
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d. Mengawasil pemutakhiranl danl pemeliharaanl datal pemilihl secara l  

berkelanjutanl yang l ditakukanl olehl KPUl denganl memperhatikanl  

datal kependudukanl sesuail denganl ketentuanl  perahrrElnl  

perundang-undangan;l danl  

e. Melaksanakanl kewajibanl lainl sesuail  denganl ketentuanl peraturanl  

perundang-undangan. 

E. Pemilul dalaml Perspektifl Islam 

 Hubunganl agama l danl pemilihanl umuml  saling l berkaitanl  dimana l  

agama l mengakuil  adanya l hakl untukl menjadil  pemimpinl danl dalaml agamal  

istilahl pemilihanl  umuml  disebut l wakalahl  sedangkanl pemilihanl  umuml punl  juga l  

mengakuil adanya l hakl pilihl sebagail bentukl implementasil sarana l pemenuhanl  

hakl masyarakat l yangl sesuail denganl landasanl  yuridis l konstitusionall  

berdasarkanl Pancasilal danl Undang-Undangl Dasarl 1945, l sesuail  Pasall 1 l ayat l (2)l  

yangl  berbunyi, l  "Kedaulatanl  beradal  ditanganl rakyat l danl  dilaksanakanl  menurut l 

Undang-Undang l Dasarl Negaral Republikl Indonesial Tahunl 1945.l Dual Hall  inil  

menunjukanl  bahwasanyal denganl adanyal pemilihanl  umuml makal kedaulatanl  

rakyat l bisal direalisasikan. l Paral  ulamal punl bersepakat l bahwasanyal wakalahl  

ataul pemilihanl  umuml dalaml Islaml  diperbolehkan, l  danl  disunnahkanl  karenal  

sejatinya l wakalahl  bagianl  daril ta‟awunl  ataul tolongl  menolongl  atasl dasarl  

kebaikanl danl taqwa. l Tolongl menolongl dalaml Islaml  diserukanl olehl Al-Qur‟anl  

danl  dil Sunnahkanl olehl Rasulullahl saw 

Sebagaimanal Firmanl Allahl swt l dalaml  QS. l Al-Maidah/2: 
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:l ٰٓايَُّهَا مَنوُْا lالَّذِيْنََ lي  ىِٕدََ lوَلََ lالْهَدْيََ lوَلََ lالْحَرَامََ lالشَّهْرََ lوَلََ lاٰللَِّ lشَعاَۤىِٕرََ lتحُِلُّوْا lلََ lا  يْنََ lوَلََ lالْقلَََۤ مِِّ
يَبْتغَوُْنََ lالْحَرَامََ lالْبيَْتََ lا ۤ l  

نَْ lفضَْلًََ بِِّهِمَْ lمِِّ lحَللَْتمَُْ lوَاِذاََۗوَرِضْوَانًا lرَّ يَجْرِمََنَّكُمَْ lوَلَََۗفَاصْطَادُوْا  l َُشَناَ نl lقَوْمَ   وْكُمَْ lانََْ  الْمَسْجِدَِ lعَنَِ lصَدُّ l َِالْحَرَامl lانََْ   

ا الْبرَِِِّ lعَلىَ lوَتعَاَوَنوُْا lتعَْتدَُوْْۘ l ىَ   عَلىَ lتعَاَوَنوُْا lوَلََ lوَالتَّقْو  l َِْثم َۗاٰللََّ lوَاتَّقُوا َوَالْعدُْوَانَِ lالِْ  lشَدِيْدَُ lاٰللََّ lانََِّ

 الْعِقَا38

Artinya:l Wahail orang-orangl yang l beriman!l Janganlahl  kamu l  

melanggarl  syiar-syiarl  kesucianl  Allah,l  danl  janganl (melanggarl  kehormatan)l  

bulan-bulanl haram, l janganl (mengganggu)l hadyu l (hewan-hewanl kurban)l danl  

qala'idl  (hewan-hewanl kurbanl  yangl  diberil tanda), l danl janganl (pula) l  

mengganggu l orang-orangl yang l mengunjungil  Baitulharam;l merekal mencaril  

karunial danl keridaanl Tuhannya. l Tetapil apabila l kamul telahl menyelesaikanl  

ihram, l  makal  bolehlahl kamu l berburu.l Janganl sampail  kebencian(mu) l kepadal  

suatul kauml karenal mereka l menghalang-halangimul daril Masjidilharam, l  

mendorongmul berbuat l melampauil batasl (kepadal mereka). l Danl tolong-l  

menolonglahl kamu l dalaml (mengerjakan) l kebajikanl danl takwa,l danl janganl  

tolong-menolong l dalaml berbuat l dosal danl permusuhan. l Bertakwalahl kepadal l  

Allah,sungguhAllahsangatberatsiksaan-Nya. 

lِْْحُمَي دْ lْأبَِيlْنْ   قاَلَ:lْعَن هlُْْاللlُْْرَضِيlَْْالسَّاعِدِي 

lَْْتعَ مَل دlِْْمِنْ lْرَجُلاlْْوَسَلَّمlَْْعَلَي هlِْْاللlُْْصَلَّىlْالنَّبِيْ lْاس  دقَةlَِْْعَلَىlْا لأتُ بيَِّةlِْْاب نlُْْلَهlُْْالُْيقlَُْْا لأزَ  افلlََْْالصَّ lْلكَُمْ lْهَذاlَْقاَلlَْْقَدِمlَْْمَّ

دِيlَْْوَهَذاَ ْقاَلَ:lْلِيlْأهُ 

lَّْْفهََلlََْْجَلسlْفِيlِْْبَي تlِْْأبَِيهlْ َْأوlِْْبَي تlِْْه دىlَْفيَنَ ظرlَُْْأمُ ِ lْإِلlَّْْشَي ئااlْمِن هlُْْد ْأحlََْْيأَ خُذlُْْلlَْْبيِدَِهlِْْنَف سِيlْوَالَّذِيlْلlَْْمْ أlَْْلهlَُْْيهُ 

مlَْْبِهlِْْجَاءَْ مِلهlُُْْال قِياَمَةlِْْيوَ  اlْكَانlَْْإنِْ lْرَقبَتَهlِِْْعلَىlَْيحَ  lْيَدِهِْبlِْْرَفَعlَْْثمlَُّْْي عَرُْتlَْْشَاةاlْْأوَْ lْخُوَارْ lْلهََاlْبقَرََةاlْْأوَْ lْرُغَاءْ lْلَهlُْْبعَِيرا

ْثلََثاا.lْغ تُْبلlََّْْهَلْ lْاللَّهُمlَّْْبلََّغ تlُْْهَلْ lْاللَّهُمlَّْْإِب طَي هlِْْعفُ رَةlَْْرَأيَ ناlَْحَتَّى

l البخاري  
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l Kementrian l Agamal RI,l QS.l Al-Maidah/2,l (l Jakarta:l Kementrian l Agamal RI,2018)l 231 
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Demikianl  jugal tugasl lainl  Pengawas l Pemilul sepertil mengawasil  

pelaksanaanl Peraturanl  KPUl agarl berjalanl sesuail  aturanl  yangl  telahl  ditetapkanl  

adalahl dimensil  yangl  bernilail  ibadah.l  Pengawasl  pemilul  mengawasil  danl  

mengingatkanl penyelenggaral pemilu,l KPUl agarl dalaml melaksananl prosesl  

danl tahapanl pemilul tidakl melanggarl aturanl yangl ada.l Tugasl inil senadal denganl  

firmanl Allah: 

l “Sesungguhnyal dosal besarl itul atasl orang-orangl yangl berbuatl  zalim l  

kepadal manusial danl melampauil batasl dil l mukal bumil tanpal hak.l Merekal itul  

mendapatl azabl yangl pedih“.l (QS.Asy-Syura:42). 

Kemudian, l dil  antaral wewenang l Pengawasl Pemilul  yangl  cukupl penting l  

danl sesuail denganl ajaranl Islaml adalahl menerima, l memeriksa, l memediasil ataul  

mengadjudikasi, l danl memutusl penyelesaianl sengketal prosesl pemilu.l  

Menerima l laporanl baikl  daril  pesertal pemilu, l masyarakat l danl  sebagainyal  

adalahl pekerjaanl mulia.l Pengawas l Pemilul adalahl  institusil yangl memilikil  

otoritasl danl  powerl (biyadih)l dalaml menerima, l memeriksa, l  danl sebagainya l  

terhadapl penyelenggaraanl pemilul agarl berjalanl sesuail denganl aturanl yang l  

ada.l Diaturl juga l bahwa l setiap l Komisionerl Pengawasl  

Pemilul dalaml  menerima, l  memeriksa, l memediasi, l  mengadjudikasil  

maupunl  dalaml  memutuskanl permasalahanl  yangl terjadil dalaml  pemilu l  

dilakukanl  denganl  sopan,l adil,l tidakl  diskriminasi, l  danl sebagainya, l  

sebagaimanal  diaturl dalaml  Peraturanl Bersamal tentangl  Kodel Etik l  

Penyelenggara l Pemilu.l Dil antaral poinl pentingnyal  adalahl tidakl memihak,l tidak l  

diskriminasi, l danl menjalankanl amanahl sesuail  peraturanl perundang-

undangan. 
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Dalaml Islaml terdapat l dual diametrall pemikiranl terkait l pelaksanaanl  

pemilul termasuk l lembaga-lembagal penyelenggaranya. l Pendapat l pertama l  

mengatakanl bahwa l pemilul denganl sisteml demokrasil onel personl (man)l one l  

votel adalahl bukanl bersumberl daril ajaranl Islam.l  Mazhabl pemikiranl inil  

beralasan:l Pertama,l tidakl pernahl pada l zamanl Nabil sawl danl Khulafaurrasyidin l  

sertal eral Khalifahl Islamiyahl menggunakanl sisteml demokrasil dalaml  suksesil  

pemilihanl kepala l daerahl danl anggotal DPR/MPRl (Majelis l Syura;l Ahlul Hallil 

wal l ‘Aqdi).l Dil antaral tokohl Islaml yangl menolak l mentah-mentahl sisteml  

demokrasil (pemilu)l ataul “Blokl Kontra”l adalahl Al-Farabi, l Sayyid l Qutub,l Al-

Sya’rawi, l  Hasanl  At-Turabi,l  Al-Maududi,l Abdull Qadirl  Zallum, l Muhammad l  

Iqbal, l Muhammadl Yusufl Musa,l  Fathil Ad-Darini, l  danl lain-lain.l Al-Farabil  

misalnya l menjelaskanl bahwa l suksesil kepemimpinanl yangl terbaikl adalahl  

ditunjukl langsung, l bukanl  denganl  caral melibatkanl  seluruhl wargal negara.l  

Bahkanl Al-Farabil denganl  tegasl mengatakanl bahwal negaral  yangl  menganut l  

sisteml  demokrasil  adalahl  pemerintahanl  jahiliyah  (al-madaniyahl al-

jahiliyah). 

Paral pemikirl  Islaml bermazhabl kontral inil  memberil alasanl bahwa l  

pemilul yangl melibatkanl  setiap l wargal negaral meskipunl  yangl sudahl akill  balighl  

akanl menimbulkanl  friksi-friksil  dalaml  Islam, l danl hall  inil kontradiksil  denganl  

firmanl Allahl Surahl Ali-Imranl ayat l 103l danl Al-An’aml ayat l 159l yang l  

menekankanl umatnyal agarl tidak l terpecahl belahl danl tidakl berpartail  

(bergolongan). l Esensil  Islaml  adalahl wahdatull  islamiyahl (persatuanl umat).l 

Sepertil ditegaskan dalamkitab Asy-Syawil,l “Rasulullahl sawl telahl menyeru l  

manusial kepadal penyatuanl manusial denganl meleburl ashabiyah l (fahaml  

fanatisme l golongan), l membasmil chauvisme,l danl mengubahl statusl danl derajat l  

manusia.” 

Terkait l persoalanl dil atas,l Beliaul menjelaskanl bahwal Islaml melarang l  

perpecahanl karena l terlibat l diril  dalaml partail (perpecahan)l bukanl sifat l orang l  

yangl beriman, l melainkanl sifat-sifat l orangl musyrik. l Selainl itu,l paral  
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cendikiawanl Musliml juga l beralasanl denganl beberapal firmanl Allahl lainnya l  

yangl  melarangl  umat l Islaml terpecah, l sepertil  ditegaskanl  dalaml  Surahl Al-Anfall  

ayat l 46. 

 “Dan l taatilahl Allahl danl Rasul-Nya l danl janganlahl  kamul berselisih, l  

yangl menyebabkanl kamu l menjadil gentarl dan l kekuatanmul hilangl dan l  

bersabarlah. l Sungguh,l Allahl besertal orang-orangl sabar.”l (QS.Al-Anfal:46). l  

Diperkuat l denganl Hadis l yangl menegaskan, l “Janganlahl kamul saling l  

berselisih, l karenal umat l sebelummul telahl berselisih, l sehinggal mereka l  

binasa/runtuh.”l . 

Sementaral pihak l yangl pro l denganl sisteml demokrasil sepertil  

Muhammadl Huseinl Haikal,l Yusufl Al-Qardhawi, l Rasyidl Ridha,l Muhammadl  

Abduh,l Syaikhl Muhammadl  Syaltut, l Alil  Abdurl Razaql Haikal, l Tohal Husein39,l 

Fazlurl  Rahman, l  danl  lain-lain.l Ulamal  terkemuka l asall  Timur-

Tengah,mengatakanl  bahwa l antaral Islaml  danl  demokrasil  sejalan. l  Ial  

menqiyaskanl antaral imaml salat l danl makmumnya. l Jika l imaml salat l tidakl  

disukail olehl makmum, l maka l ial tidakl  tepat l menjadil imaml salat40. 

Diakuil bahwal antaral pemilul danl Penyelenggaral  Pemilul terdapat l 

hubunganl yang l sangat l erat,l dil manal salahl satul Penyelenggaral Pemilul menurut l 

UUl Nomorl Nomorl 7l Tahunl 2017l tentang l Pemilu l adalahl Pengawasl Pemilu.l  

Pengawasl  Pemilul  adal  karenal  adal penyelenggaraanl  pemilu. l Olehl  karenanya, l  

apabila l diharamkanl pemilu, l makal kerjal  Pengawasl Pemilul punl demikian. l  

Namunl bagil yangl membolehkanl pemilu l bahkanl menganjurkannya, l makal  

hukuml keberadaanl Pengawasl Pemilul punl menjadil urgenl danl bahkanl menjadil  

suatul keniscayaanl (wajib). 

Bagil Pengawas l Pemilu, l kerjal  untukl mengawasil prosesl danl  tahapanl  

pelaksanaanl pestal demokrasil agarl berjalanl sesuail  aturanl adalahl kerjal berat,l 

penuhl  tantangan, l  danl  tentunyal  berisiko. l Dalaml  kacamatal syariat, l tugasl 

                                                
39

l Yusufl Al-Qardhawil  
40

l Haditsl Riwayat.l Muslim 
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Pengawasl Pemilul  tidakl jauhl  berbedal denganl tugasl amarl makrufl danl nahil  

munkar, l menyerul kepada l kebaikanl (sesuail aturanl  pemilu)l danl  mencegahl  

pelanggaranl hukuml sertal menyelesaikanl permasalahanl yang l timbull agarl tidak l  

timbull masalahl barul antar-masyarakat, l baikl yangl terlibat l langsungl (caleg, l timl  

kampanye l danl penyelenggaral pemilu;l KPU/KIP)l maupunl tidak,l sepertil  

kepolisian, l pemantaul pemilu,l danl lain-lain. 

Dalaml pestal demokrasi, l seorangl Pengawasl Pemilul tugasnyal bukanl  

hanya l mengawasil saja,l termasuk l pulal mengajak l kontestanl danl masyarakat l  

agarl tidak l melakukanl pelanggaranl pemilul aliasl mengajak l berkompetisil secara l  

sportif. l Demikianl jugal Pengawasl Pemilul menyerul masyarakat l ataupunl  

stakeholderl pemilul  agarl tidak l melakukanl tindakan-tindakanl  yangl  dapat l  

merugikanl orangl lainl aliasl tidak l berbuat l kerusakanl dil mukal bumi. l Salahl satul  

ciril orang l mukminl adalahl  menjadil generasil  terbaikl bangsal  (khairal  ummah).l  

Tidakl sedikit l  jalanl untukl menjadil  khairal ummah,l salahl  satunya l adalahl  

mengawasil pestal demokrasil denganl penuhl amanah,l tanggungl jawab,l adil,l danl  

berintegritas. l Jika l diperhatikanl secaral seksamal terdapat l beberapal tugas,l  

wewenang, l danl kewajibanl pokokl Pengawasl Pemilul yangl sesuail denganl ajaranl  

Islam.
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BABl l III 

HASILll PENELITIAN ll DAN ll PEMBAHASAN 

 

A. Peranl Bawaslul Kabupatenl Semarangl dalaml menanganil prosesl  sengketa l  

pemilu 

Sebagail  bentukl pelaksanaanl  amanahl Undang-Undangl  Nomorl 17 l  

Tahunl 2017l tentangl pemilihanl umum.l Pengawasl Pemilihanl Kabupatenl  

Semarangl merupakanl jajaranl daril Badanl Pengawasl Pemilihanl Umuml  

Republik l Indonesial dil  tingkat l Provinsil Jawal Tengah.l  

Adapunl Stukturl Organisasi:l Badanl Pengawasl  Pemilul  Kabupatenl  

Semarang. l Keberadaanl  Badanl Pengawasl  Pemilihanl  Umuml  Kabupatenl  

Semarangl melaluil tahapanl prosesl seleksil  baikl administrasi, l tesl tertulis, l tesl  

kesehatanl  sertal psikologil  danl  tesl wawancaral olehl Timl  Seleksil  yangl  dibentukl 

olehl  ahlil Independen. l Tahapl  seleksil terakhirl berupal  tesl pemeriksaanl  

kesehatanl lanjutan, l dinamikal kelompokl calon, l tesl wawancaral calonl Bawaslu l  

danl  penyerahanl nama l kepada l Presiden. l  Setelahl melaluil  berbagail tahapanl  

seleksi, l terdapat l 6l (enam)l  namal  hasill  seleksil  yangl  kinil  telahl  diserahkanl ke l  

Bawaslul RIl untukl nantinyal dipilihl  menjadil 3l (tiga)l orang.l Kemudianl  

dilakukanl  pelantikanl olehl Bawaslul RIl padal tanggall 20l Septemberl 2017. 

l Susunanl  Anggotal Badanl  Pengawas l Pemilul Kabupatenl Semarang l  

adalahl sebagail berikut:l  

k. Mohammadl Talkhis, l S.Pd.l sebagail  Ketual Bawaslul Kabupatenl  

Semarangl danl Koordinatorl Divisil  Pencegahanl danl Hubunganl Antarl 

Lembaga. 
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l. Agusl Riyanto,l S.P., l S.Hl sebagail  Anggotal Bawaslul Kabupatenl  

Semarangl danl Koordinatorl Divisil Timl Pertimbanganl PPID  

2. Andil Gatot l Anjasl Budiman,l S.H.l sebagail Anggotal Bawaslu l Kabupatenl  

Semarangl danl Koordinatorl Divisil Timl Pertimbanganl PPID.l  

3. Syahrull Munir,l S.E.l sebagail Anggotal Bawaslul Kabupatenl Semarang l danl  

Koordinatorl Divisil Timl Pertimbanganl PPID. 

4. Ummil  Nu’Amah,l S.Pd..l sebagail Anggotal Bawaslul Kabupatenl Semarang l  

danl  Koordinator l Divisil Penindakanl  danl Penyelesaianl Sengketa. 

5. Marjiono,l S.H..l sebagail Anggotal Bawaslul  Kabupatenl Semarangl danl  

Atasanl PPID. 

 

Dalaml  penyelenggaraanl Pemilihanl  Umuml padal  l tahunl 2019l  dil  

Kabupatenl Semarang,l peranl  Badanl Pengawasl Pemilul dalaml pemilihanl  

Umuml  mempunyail  peranl  sebagail pengawas. l Bawaslu l Kabupatenl  Semarangl  

jugal  mempunyail  peranl  sebagail lembagal  yangl  memutusl perkaral  untukl 

menerimal danl mengidentifikasi. 

 

Laporan-laporanl yang l berupa l indikasil pelanggaranl ditemukanl Badanl  

Pengawasl  sendiril  maupunl  yangl  diadukanl  olehl  masyarakat l kepadal  Badanl  

Pengawasl untukl dilakukanl pembahasanl danl kajianl sertal tindak l lanjut.Dalaml  

menjalankanl amanat l Negaral sebagail penyelenggaral Pemilihanl danl dalaml  

rangkal melaksanakanl tugasl pokokl fungsil  Badanl Pengawasl Pemilihanl  Umuml  
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Kabupatenl Semarang l berdasarkanl peraturanl Perundangl – l undanganl yang l  

berlakul antaral lain:l  

1. Undang–Undangl Nomorl 15l Tahunl 2011 l Tentangl Penyelenggara l Pemilu l  

2. l Undangl  –l Undangl Republikl Indonesial  Nomorl 1l Tahunl 2015l  tentang l  

Penetapanl Peraturanl Pemerintahl Penggantil Undang-Undangl Nomorl 1l  

Tahunl 2014l  tentangl Pemilihanl Gubernur, l Bupati,l danl  Walil Kotal menjadil  

Undang-l  Undang. l Sebagaimanal telahl diubahl menjadil  Undang-Undang l  

Republik l Indonesial Nomorl 8l Tahunl 2015l tentangl Perubahanl Atasl Undang-

Undang l Nomorl 1l Tahunl 2015 l tentangl  Penetapanl Peraturanl Pemerintahl  

Penggantil  Undang-Undangl  Nomorl 1l Tahunl 2014l tentangl  Pemilihan l  

Gubernur,l Bupati, l danl Walil  Kotal menjadil Undang-l Undang. l  

3. l Undangl –l Undangl Republik l Indonesial  Nomorl 5l tahunl 2014l tentang l  

Aparaturl Sipill Negara. 

4. l Peraturanl Badanl Pengawas l Pemilihanl  Umuml Republikl Indonesial  Nomorl 

14l Tahunl 2017l tentangl Penangananl Laporanl Pelanggaranl Pemilihanl  

Gubernurl danl Wakill Gubernur, l Bupatil danWakill  Bupatiml  sertal Walil  Kotal 

danl  Wakill Walil  Kota. 

5. l Peraturanl Badanl Pengawas l Pemilihanl  Umuml Republikl Indonesial  Nomorl 

19l Tahunl  2017l tentang l Pembentukan, l Pemberhentianl danl Penggantianl  

Antarl Waktul Badanl Pengawas l Pemilihanl Umuml Provinsi, l Badanl  

Pengawasl  Pemilihanl Umuml  Kabupaten/Kota, l Panitial Pengawasl  Pemilihan l  

Umuml Kecamatan, l danl Pengawasl Pemilihanl Umuml Kelurahan/Desa, l  
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Panitial Pengawasl  Pemilihanl Umuml Luarl Negeril danl  Pengawas l tempat l  

Pemungutanl Suara.l  

6. l Peraturanl Badanl  Pengawasl  Pemilihanl Umuml  Republikl  Indonesial  Nomorl 9l  

Tahunl 2017 l tentangl  Pengawasanl Pemutakhiranl Datal danl  Daftarl Pemilihl  

Dalaml  Pemilihanl  Gubernurl danl Wakill  Gubernur, l Bupatil  danl  Wakill  Bupatil  

Sertal Walikotal danl Wakill  Walikota. 

 

Pemilihanl Umuml tidakl terlepasl daril Lembagal kePemiluanl yaitu l  

Komisil Pemilihanl Umuml (KPU)l danl Badanl Pengawasl Pemilul (Bawaslu) l  

sesuail  denganl Undang-Undang l Nomorl 07l Tahunl  2017.l 

41Tentangl  

Penyelenggaraanl Pemilu l danl kedual lembaga l tersebut l memilikil peranl  yang l  

cukupl penting, l salahl satunyal yaitul Bawaslu l ataul disebut l denganl Badanl  

Pengawasl Pemilu, l karenal dalaml hall meningkatkanl danl memaksimalkanl  

kualitasl daril penyelenggaraanl Pemilul yangl memberikanl kepastianl terhadap l  

tegaknya l kedaulatanl danl hakl  pilihl  daril masyarakat l tentunyal  ditentukanl olehl  

profesionalitas, l kapabilitas, l danl kredibilitasl  daril lembaga l tersebut. 

Perubahanl  pentingl mengenail tugasl danl kewenanganl Bawaslul  terletakl  

padal wewenangl  penyelesaianl  sengketal Pemilul  yangl  dalaml  Undang-undang l  

No.l 22l Tahunl 200742.l sempat l dihapusl dikembalikanl lagil ke l Bawaslu. l Dalaml  

Pasall 259l UndangUndangl Nomorl 8l Tahunl 2012l diaturl bahwal keputusanl  

Bawaslul  dalaml penyelesaianl sengketal Pemilu l bersifat l finall  andl  binding l danl  

                                                
41

l UU.No.l 07l Tahun l 2017l Tentangl Penyelenggaraan l Pemilu 
42

l UUl No.l 22/2007l diundangkan l padal 19l Aprill 2007 
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yangl  terakhir l sudahl dil  tentukanl  padal  Undang-undangl Nomorl 7l Tahunl 2017 l  

tentangl Pemilihanl Umum 

Selainl itul  adal pendapat l daril Ramlanl Surbakti43,l yangl turut l 

memberikanl  kontribusil pendapat l mengenail  pentingnyal  peranl  daril Bawaslu l  

ini, l bahwasannyal ia l menuturkanl untukl menegakanl hukuml danl  

menyelesaikanl  sengketal Pemilul perlul dilakukanl  reformasil  sisteml  

penegakanl hukuml secaral institusional. l Reformasil institusionall yang l  

dimaksud l adalahl transformasil Bawaslul menjadil Komisil Penegak l Hukuml  

Pemilul (KPHP). l Beranjakl daril pemaparanl diatas,l penulis l merasa l perlu l  

untukl melakukanl  sebuahl  kajianl  terhadapl  pentingnyal  perananl Bawaslu l  

dalaml penegakanl hukuml pidanal terkait l penyelenggaraanl Pemilul dil  

Indonesia,l hall inil dilakukanl untukl mengupayakanl  sebuahl kesatuanl format l  

yangl secaral fungsionall antaral penegakanl hukuml denganl fungsil  

pengawasan, l sehinggal perlul adanyal penambahanl  kewenanganl terhadap l  

Lembagal Pengawas l Pemilu l khususnyal dalaml  penyelenggaraanl Pemilu. 

Secaral umuml berdasarkanl bahanl hukuml yang l telahl dikumpulkan, l  

maka l terkait l denganl bentukl penguatanl Bawaslul khususnyal dalaml  

penegakanl  hukuml l Pemilul padal  penyelenggaraanl  prosesl  Pemilul  dil  

Indonesia,l  akanl  menawarkanl konsepl  yangl  menjadil indikatorl dalaml bentukl  

penguatanl kewenanganl sertal kelembagaanl inil yang l dapat l memperkuat l danl  

cenderung l akanl  sangat l efektifl implementasinya l dalaml  penegakanl hukuml  

padal penyelenggaraanl  Pemilu l dil  Indonesia, l  terkait l denganl  solusil dalaml  

                                                
43

l Ramlan l Surbakti, l “Penegakan l Hukuml Pemilu”,l dalaml Kompas, l 16l Desember l 2016,l hlm.l 3-5 
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perananl Bawaslul  dalaml  penyelenggaraanl Pemilul dil  Indonesia, l ialahl  denganl  

melakukanl sebuahl perubahanl terhadapl  Undang-Undangl  Nomorl 07l Tahunl  

2017,l l Tentang l Penyelenggaraanl Pemilu, l yangl dil manal  mengaturl mengenail  

fungsil danl kewenanganl yang l dimilikil olehl Bawaslu. 

Adapunl tugasl  danl  wewenang l Pengawasl  Pemilul dapatlahl  dijelaskanl  

secaral umuml sebagail  berikut l :l  

1. Mengawasil tahapanl penyelenggaraanl pemilu. 

2. Menerima l laporanl dugaanl pelanggaranl perundang-undanganl  

pemilu. 

3. Menyampaikanl temuanl danl laporanl kepadal  KPU/KPUl  

provinsi/KPUl kabupaten/kotal ataul kepolisianl ataul instansil  

lainnyal  untukl ditindaklanjuti. 

4. Mengawasil tindakl lanjut l rekomendasi. 

5. mengawasil  pelaksanaanl  sosialisasil penyelenggaraanl  Pemilu l danl  

melaksanakanl l Tugasl danl wewenang l lainl ditetapkanl  olehl undang-

undangl (untukl Bawaslu,l Panwaslul Provinsi,l danl Panwaslu l  

kabupaten/kota. 

6. Melaksanakanl tugasl  lainl daril  Panwaslul Kecamatanl  (untukl 

Pengawasl Pemilul lapangan),l danl melaksanakanl tugasl lainl daril  

Bawaslul  (untukl Pengawas l Pemilu l Luarl Negeri). l  

Dalaml melaksanakanl tugas,l Bawaslu,l Panwaslul Provinsil danl  

Panwaslul Kabupaten/Kotal berwenang l ;l Memberikanl  rekomendasil kepada l  

KPUl untukl menonaktifkanl sementaral dan/ataul mengenakanl sanksil  
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administratifl atasl pelanggaran;l  danl  Memberikanl rekomendasil kepadal  yang l  

berwenang l atasl temuanl danl laporanl terhadap l tindakanl yangl mengandungl  

unsurl tindak l pidanal Pemilu. 

Sebelumnyal  lembagal  inil  hanyalahl dibentukl untukl melakukanl  

pengawasanl Pemilul danl menerimal laporanl untukl selanjutnyal dikajil danl  

direkomendasikanl ataul dilaporkanl  kepadal  lembagal yangl  berwenang, l yaknil  

denganl menguatkanl kewenanganl danl fungsil  daril  Bawaslul  Kabupaten/Kotal 

berdasarl padal Pasall 101 l Undang-undangl Nomorl 7l Tahunl 2017 l 

44: 

1. Melakukanl pencegahanl danl  penindakanl  dil wilayahl  

kabupaten/kotal terhadap; 

1. Pelanggaranl Pemilul  ;dan 

2. Sengketal prosesl Pemilu 

2. Mengawasil pelaksanaanl tahapanl penyelenggaraanl pemilu l dil  

wilayahl kabupaten/kota, l yangl  terdiril atas; 

a. Pemutakhiranl datal pemilih, l penetapanl daftarl  pemilihl  

sementaral danl daftarl pemilihl  tetap 

b. Pencalonanl yangl berkaitanl denganl persyaratanl danl tatal caral  

pencalonanl anggotal DPRDl kabupaten/kota. 

c. Peneteapanl calonl anggotal DPRDl kabupaten/kota. 

d. Pelaksanaanl kampanyel danl dana l kampanye. 

e. Pengadaanl logistikl pemilu l danl pendistribusiannya 

                                                
44

l Pasall 101l Undang-undangl No.7l Tahun l 2017l tentangl Pemilihanl Umum. 
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f. Pelaksanaanl  pemungutanl  suaral  danl  penghitunganl suaral hasill  

pemilu 

g. Pengawasanl  seluruhl prosesl  penghitunganl suaral dil wilayah l  

kerjanya 

h. Pergerakanl surat l suara,l berital suaral penghitunganl suaral danl  

hasill sertifikat l hasill penghitunganl suaral daril tingkat l TPSl 

sampail ke l PPK 

i. Prosesl rekapitulasil  suaral yangl  dilakukanl olehl KPUl  kabupaten/ l  

kotal daril seluruhl kecamatan 

j. Pelaksanaanl penghitunganl danl pemungutanl suara l  

ulang,Pemilu l lanjutanl danl Pemilu l Susulan 

k. Prosesl peneteapanl hasill pemilu l anggotal DPRD l  

kabupaten/kota. 

3. Mencegahl terjadinya l praktikl politikl uang l dil wilayahl Kabupaten/ l  

Kota. 

4. Mengawasil netralitasl semual  pihakl  yangl  dilarangl ikut l sertal dalaml  

kegitanl  kampanyel sebagaimanal diaturl dalaml undang-undangl ini. 

5. Mengawasil pelakasaanl putusan/keputusanl dil wilayahl kabupaten/l  

kota, l yangl  terdiril atas: 

a. Putusanl DKPP 

b. Putusanl pengadilanl mengenail pelanggaranl danl  sengketal 

Pemilu 
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c. Putusan/l Keputusanl Bawaslu, l Bawaslu l Provinsi, l danl Bawaslu l  

kabupaten/kota 

d. Keputusanl KPU,l KPUl  Provinsil  danl KPUl  kabupaten/kota 

e. Keputusanl pejabat l pejabat l yangl berwenangl atasl pelanggaranl  

netralitas l semual pihak l yang l dilarang l ikut l sertal dalaml kegiatanl  

kampanye l sebagaimanal diaturl dalaml undang-undangl ini. 

6. Mengelolal  ,memelihara, l danl  merawat l arsipl  setal melaksanakanl  

penyusutannyal  berdasarkanl  jadwall  retensil  arsip l sesuail  denganl  

keputusanl peraturanl perundang-undangan. 

7. Mengawasil pelaksaanl sosialisasil Penyelenggaraanl Pemilul dil  

wilayahl kabupaten/kota. 

8. Mengevaluasil pelaksanaanl sosialisasil  Penyelenggaraanl Pemilul  dil  

wilayahl kabupaten/kota. 

9. Melaksanakanl tugasl lainl  sesuail  denganl  ketentuanl  peraturanl  

perundang-undangan. 

 

Selainl  itu, l Undang-Undangl  Nomorl 7l Tahunl 2017 l jugal memberikanl  

kewenanganl kepadal  Bawaslul untukl menanganil  sengketal Pemilu. l Dalaml  

Undang-Undang l inil  menjabarkanl mengenail sengketal Pemilul yangl dimaksud. l  

Dalaml  Pasall 466 l Undang-Undang l Nomorl 7l Tahunl  2017l tentang l pemilihanl  

umum, l yaitul sengketal Pemilul dil definisikanl sebagail sengketal yang l terjadil  

antarl pesertal Pemilul danl sengketal pesertal Pemilul denganl penyelenggara l  
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Pemilul sebagail akibat l dikeluarkannyal keputusanl KPU,l KPUl Provinsi, l danl  

KPUl Kabupaten/Kota. 

Dalaml  penyelesaianl sengketal Prosesl Pemilul dil Bawaslul melaluil  

beberapa l tahapan, l yaitul 

45: 

1. Bawaslu,l Bawaslu l Provinsi, l Bawaslul  Kabupaten/Kotal berwenang l  

menyelesaikanl sengketal prosesl Pemilu. l  

2. Bawaslu,l Bawaslul  Provinsi, l  Bawaslul  Kabupaten/Kotal memeriksa l danl  

memutusl sengketal prosesl Pemilul palingl lamal 12l (dual belas)l haril sejak l  

diterimanyal permohonan. 

3. Bawaslu,l Bawaslu l Provinsi, l Bawaslul  Kabupaten/Kotal melakukanl  

penyelesaianl  sengketal prosesl Pemilul melaluil tahapan:l  

a. Menerima l danl mengkajil permohonanl penyelesaianl sengketal prosesl  

Pemilu 

b. Mempertemukanl pihak l yangl bersengketal untukl mencapail  

kesepakatanl melaluil mediasil ataul musywarahl danl mufakat. 

 

Berdasarl pada l Pasall 469l Undang-Undangl Nomorl 7l Tahunl 2017l  tentang l  

pemilihanl  umum, l putusanl  Bawaslul terhadapl penyelesaianl  sengketal prosesl  

Pemilul  merupakanl suatul putusanl yang l bersifat l finall  danl  mengikat, l kecualil  

putusanl mengenail  sengketal prosesl Pemilul yang l berkaitanl  dengan:46 

1. Verifikasil Partail Politikl Pesertal Pemilu 

                                                
45

l Pasall 468l Undang-undangl No.7l Tahun l 2017l tentangl Pemilihanl Umum 
l l l l  
46

l Pasall 469l ayatl (1)l Undang-undangl No.7l Tahun l 2017l tentangl Pemilihanl Umum 
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2. Penetapanl daftarl calonl tetapl anggotal DPR,l DPD,l DPRDl Provinsi, l danl  

DPRDl Kabupaten/Kota;l danl  

3. Penetapanl Pasanganl Calon. 

 

B. Hambatanl l Danl Solusil Bawaslul Dalaml Menyelenggarakanl Pemilul   

 Padal penyelenggaraanl Pemilihanl  Umuml  Tahunl 2019l dil  Kabupatenl  

Semarang,l Badanl Pengawas l Pemilihanl ataupunl Bawaslul Kabupatenl  

Semarangl  telahl  menjalankanl  amanatnya l sebagail  lembaga l independenl dalaml  

menjalankanl  fungsil  kepengawasannya. l  Hall  iniil  juga l  didorongl denganl  

adanya l  koordinasil  yangl l  baikl antaral penyelenggaral danl pengawas l sertal  

berbagail pihakl yangl  terlibat l dalaml Pemilihanl Umuml 2019. 

 Pemilihanl Umuml tahunl 2019l dil Kabupatenl Semarangl jugal sudahl dil  

selenggarakanl denganl baik.l Namunl daril Badanl Pengawasl  Pemilihanl Umuml  

ataul Bawaslu l Kabupatenl Semarangl  mempunyail  hambatanl ataul beberapal  

faktorl yangl menyebabkanl  Bawaslul mendapat l sedikit l kesulitanl  dalaml 

penyelenggaraanl Pemilihanl Umuml 2019l  dil Kabupatenl Semarang.l Beberapa l 

faktorl tersebut l dapat l terlihat l l daril  segil  substansil hukuml  yaknil  kelemahanl  

Undang-Undang l Pemilihanl  Kepalal Daerah,l danl kulturl hukuml yaitul budaya l 

masyarakat l dil Kabupatenl Semarang.l Hambatanl ataul kendalal sebagail berikut:l l  

1. Keterbatasanl Waktu 

 

Peraturanl Badanl Pengawas l Pemilihanl Umuml Nomorl 14l Tahunl 2017 l  

untukl memberikanl waktul yangl  terbatasl kepada l Badanl Pengawasl Pemilihanl  

Umuml ataul Bawaslul  danl pengawasl Pemilihanl untukl memutuskan, l  
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menindaklanjutil  ataul tidak l menindaklanjutil Temuanl ataul  Laporanl dugaanl  

pelanggaranl pemilihan, l palingl lama l itul 3 l (tiga)l  haril setelahl  temuanl  ataul  

laporanl  dugaanl  pelanggaranl  tersebut l  diterimal  danl diregistrasi. l Sertal  

dalaml  hall  yangl  diperlukan, l  Bawaslul ataul pengawasl  pemilihanl  dapat l memintal  

keteranganl tambahanl  dalaml waktul palingl  lamal 2l (dua)l haril untunl  

dilaksanakanl  

 Denganl waktul yangl  diberikanl kepadal Bawaslu l  ataul pengawas l  

pemilihanl sangat l terbatas,l karenal kesulitanl daril Bawaslul ataul pengawas l 

pemilihanl  untukl mencaril  Temuanl ataul buktil  pelanggaranl  Pemilihanl  sehingga l  

prosesl penyelesaianl  pelanggaranl  pemilihanl menjadil  tidakl maksimal 

 

1. Tidakl adal Upayal Paksa 

  Padal Peraturanl Badanl Pengawasl Pemilihanl Nomorl 14l Tahunl  2017,l  

tidakl memberikanl kewenanganl kepadal lembagal Pengawasl yaitu l Bawaslul  

sebagail  lembaga l  independenl dalaml  menjalankanl  tugasnyal untukl mengawasil  

sertal menindaklanjutil adanyal dugaanl pelanggaranl maupunl laporanl  

pelanggaranl dalaml melakukanl “Upayal Paksa”.. 

Dalaml  prosesl pengkajianl temuanl pelanggaranl olehl Bawaslul ataul  

pengawasl pemilihan, l dapat l meminta l kehadiranl pelapor, l terlapor, l pihak l yangl  

diduga l sebagail  pelaku l pelanggaran, l  saksil  untukl dil klarifikasi. l Denganl 

keterbatasanl waktul yangl diberikanl kepada l Bawaslul ataul pengawasl pemilihanl  

yaitul 3 l (tiga)l  +l 2 l (dua)l haril sertal pihakl yang l diduga l  sebagail  pelaku l  

pelanggaranl  tidakl  bersedial  ataul  mangkirl  untukl diklarifikasi. 
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l Makal Bawaslul ataul pengawasl pemilihanl tidakl memilikil daya l paksa l  

untukl menjemput l pihakl  yang l diduga l sebagail  pelakul pelanggaranl karena l  

Bawaslul ataul pengawasl pemilihanl tidakl memilikil  kewenanganl tersebut, l itul 

hanya l diaturl untukl beberapa l lembagal negara,l sepertil aparat l penegakl hukuml  

lainnya. 

 

2. Kultur 

 Kulturl ataul Budaya l Hukuml juga l menjadil salahl  satul hambatanl  

ataul faktorl bagil Badanl Pengawasl Pemilihanl ataul Bawaslul Kabupatenl  

Semarangl dalaml menyelesaikanl pelanggaran. l Budaya l ataul Kultur l 

Hukuml tersebut l dapat l dilihat l daril sual sisi,l yangl Pertama,l Rendahnya l 

partisipasil masyarakat l Kabupatenl Semarangl  dalaml  melakukanl  

pengawasanl terhadap l setiap l kegiatanl yangl  dilakukanl Kabupatenl  

Semarangl  tahunl 2019.l Kedua,beberapa l perwakilanl Partail Politik l  

Kabupatenl Semarang l tahunl 2019l  dinilail  kurang l kooperatifl dalaml  setiap l  

pemanggilanl atasl dugaanl pelanggaranl yangl dilakukanl  olehl pasanganl  

calonl dan/ataul timl  kampanye47. 

Disamping l beragaml  tantanganl dil  atas,l Bawaslul  jugal terusl berupaya l  

untukl secaral seriusl menemukanl solusil bagil probleml danl  tantanganl berikut l inil  

yaitu48;l  

Pertama,l Capacityl Building l Bawaslul  Kabupaten/Kota, l Penguatanl  

strukturl kelembagaanl  pengawasl  pemilu l mempunyail  artil pentingl  tidakl  saja l  

                                                
47

l Wawancara l  denganl  Ibul  Ummi l Nu’Amah,l S.Pd., l  Anggota l  Bawaslul  Kabupatenl  Semarang l  dan l 

Koordinator l Divisi l Penindakan l danl Penyelesaian l Sengketal (4l Januaril 2022,l pukull 14.00 l WIB) 
48

l http://rumah l pemilu.org,l diaksesl padal tanggall 25l Februaril 2022. 
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terhadapl peningkatanl peranl  danl  fungsil pengawasl pemilihanl  dil daerah, l  namunl  

jugal  memberikanl efekl  positifl terhadapl  aspek l psikologis l paral pengawas l dil  

daerahl yangl  selama l inil memilikil  masalahl kepercayaanl  diril  denganl fungsil danl  

kewenangannyal  yangl  bersifat l ad-hoc.l Perubahanl  statusl kelembagaanl  

Panwaslul  yangl  kinil  bersifat l tetapl danl berubahl  nama l menjadil  Bawaslu l  

memunculkanl tantanganl barul  pulal berupal penyiapanl  danl  penguatanl aspek l  

sumberl dayal manusia. 

Tidakl kalahl pentingnya l dalaml upaya l menekanl persoalanl SDMl yang l  

sangat l mungkinl terjadil makal Bawaslu l perlul menerapkanl sisteml meritokrasil  

denganl mempertimbangkanl aspek-aspekl  yangl dimilikil olehl calon-calonl  

komisionernyal  yangl akanl direkrut l dil daerah, l sepertil kemampuanl teknis l danl  

verbal, l pengalaman, l mentall kepengawasan, l keahlian,l danl terutama l integritas. l  

Kombinasil gabunganl berdasarkanl bidang l keilmuanl ataul latarl pengalamanl  

padal unsurl keanggotaanl Bawaslu l jugal penting l untukl diadaptasikan. l  

Bidang l keahlianl hukum, l komunikasi, l politik, l kepemiluan, l  

pengalamanl keorganisasianl danl pengalamanl birokrasil akanl menjadil  

kombinasil  yangl ideall bilal disesuaikanl denganl  kebutuhanl  divisil yang l ada. 

l Kedua,l Pertaruhanl Kepercayaanl Publikl Bawaslu, l dimanal  Bawaslu l  

denganl kewenangannyal  yangl  semakinl  besarl sebagaimanal yangl telahl  

diamanatkanl undang-undangl makal akanl diiringil  pulal  denganl meningkatnyal  

ekspektasil publikl terhadapl peranl lembaga l tersebut l dalaml mengawall  

pelaksanaanl demokrasil dil Indonesia. l Catatanl sejarahl pemilul dil  Indonesia l  

tidakl pernahl lepas l daril permasalahanl danl pelanggaranl yangl kerapl mencederail  
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asasl danl prinsipl pemilul demokratis. l Olehl karenal itul posisil Bawaslu l akanl  

sangat l vitall dalaml  upaya l menciptakanl  kualitas l legitimasil  hasill  pemilihanl  

umum. l Tingkat l kepercayaanl publik l terhadapl Bawaslu l yangl bertenggerl pada l  

angka l 71l  persenl  berdasarkanl hasill  surveyl  yangl  dirilisl  Lembagal Surveil  

Indonesia l (LSI)l bekerjal  sama l denganl lembaga l surveil  asall Washingtonl DC,l  

IFESl dil penghujungl tahunl 2013 l benar-benarl dipertaruhkan. 

Ketiga, l Revitalisasil Tanggungjawabl Fungsionall Sekertariat, l Selama l  

inil ada l anggapanl umuml bahwa l dinamikal eksternall padal event l politik l adalahl  

tantanganl terberat l yangl dihadapil Bawaslu l sebagail salahl satul unsurl lembaga l  

penyelenggaral pemilu.l Padahall sesungguhnya l dinamikal pada l internall  

lembaga l jauhl lebihl  berat l mengurasl energil  padal  jajarannya. l Mencermatil  

berbagail keputusanl DKPPl terhadapl penyelenggaral pemilul dil  daerahl  

khususnyal  dil jajaranl Bawaslu/Panwaslul yangl ternyatal tidakl sajal  menjatuhkanl  

vonis l padal komisionerl tetapil juga l padal paral  stafl pegawail Bawaslu l  

menggambarkanl  adanya l beberapal  persoalanl  dil internall tubuhl  kelembagaanl  

yangl  perlu l dihadapil secaral arifl danl bijaksana. 

Probleml berikutnyal  jugal adalahl  birokrasil sekertariat l Bawaslul dil  

daerahl masihl didominasil olehl stafl pegawail yangl diperbantukanl olehl  

pemerintahl  daerahl  otonom.l Kondisil  inil  membukal  celahl besarl  bagil  elit l danl  

aktor-aktorl politikl  untukl memanfaatkannya l demil kepentinganl politik. l Paral  

stafl yang l ditempatkanl olehl pemerintahl daerahl dil lembaga l Bawaslul memilikil  

kecenderuganl untukl meng‟komoditas”kanl loyalitasl merekal  denganl  materil  

ataul jabatanl kepadal pihakpihak l tertentu.l  
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Sensel of l belongingl paral stafl daerahl sangat l lemahl terhadap l Bawaslu l  

bahkanl merekal dapat l membentukl sell kubul tersendiril dalaml tubuhl lembaga l  

sehinggal  sangat l mengancaml soliditas,l harmonisasil  danl  netralitasl  lembagal  

penyelenggaral pemilu.l  

Bahkanl hall inil sangat l potensiall memunculkanl kotak-kotakl diametrall  

dil tubuhl internall lembaga.l Penempatanl pegawail organikl Bawaslu l RIl adalahl  

solusil  teknisl  agarl  secaral individul  paral  stafl sekertariat l memilikil  

tanggungjawabl vertikall pada l lembagal tingkat l pusat. 
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BABl l IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peranl Bawaslul dalaml Penyelesaianl Sengketal Prosesl Pemilul dil Kabupatenl 

Semarang. 

Bawaslul ataul Badanl Pengawasl Pemilul adalahl Lembaga l Penyelenggara l  

Pemilul yangl mengawasil  Pemilihanl  Umuml dil  seluruhl wilayahl  Negaral  Kesatuanl  

Republik l Indonesia. l Bawaslul bertugasl melakukanl pencegahanl dnl penindakanl  

terhadapl pelanggaranl pemilul danl sengketal prosesl pemilu. l Sedangkanl untukl  

penyelesaianl  sengketal hasill  menjadil ranahl  Mahkamahl Konstitusi. 

Selainl itu, l Bawaslu l jugal  mengawasil seluruhl persiapanl danl  pelaksanaanl  

tahapanl penyelenggaraanl pemilu, l mencegahl terjadinyal  praktik l politik l uang l danl  

mengwasil netralitas l ASN,l TNIl danl POLRI. 

Sebagaimanal yang l dijabarkandil atas,l bahwal Bawaslul mempunyail  peranl  

yangl penting l dalaml rangkal sebagail  pengawall  Pemilul sesuail denganl yangl  

diamanatkanl dil  dalaml  Undang-Undangl tentangl  Penyelenggaraanl  Pemilu, l  

disebutkanl bahwa l fungsil Pengawas l Pemilu l yangl dijabarkanl dalaml tugas,l wewenang l  

danl kewajibanl Pengawasl Pemilu. l Hall tersebutlahl  yangl perlu l diperhatikanl daril  

penunjang l untukl memaksimalkanl peranl Bawaslul  sebail  fungsil danl perannyal  untukl 

penangananl  sengketal yangl adal  dalaml  Pemilu,l  selainl  itul  yangl  perlu l diperhatikanl  

bahwa l semual pengaduanl haruslahl melewatil satul pintul yaitul Bawaslu. 

2. Faktor-faktorl  yangl mempengaruhil Badanl Pengawasl Pemilul  (Bawaslu)l  

Kabupatenl Semarangl dalaml menanganil pelanggaranl prosesl Pemilul tahunl  

2019 

Dalaml  upayal  penyelenggaraanl  Pemilihanl Umuml Tahunl 2019l  ,l Bawaslu l  
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Kabupatenl Semarangl bertanggung l jawabl penuhl atasl laporanl ataul temuanl  yangl  

menjadil  pelanggaranl  yangl  merekal  temukanl  maupunl  yangl  telahl  dilaporkanl  olehl  

masyarakat.l terdapat l 3l laporanl ataul temuanl pelanggaranl tindakl pidanal pemilihan, l  

Daril totall 3l jenisl laporanl pelanggaranl yang l ditemukanl adanyal indikasil danl laporanl  

pelanggaranl yangl selanjutnyal dinyatakanl terbuktil ataul tidakl terbuktil merupakanl 

pelanggaranl olehl Bawaslu l Kabupatenl Semarang.l Denganl inil Bawaslul punl tidak l  

dapat l bekerja l sendiril karenal bukanl eksekutorl melainkanl dapat l berkoordinasil  kepada l  

Sentral Gakkumdul untukl temuanl ataul laporanl tindakl pidanal pemilihan, l kel KPUl untukl  

temuanl ataul laporanl pelanggaranl Administratifl sertal dapat l berkoordinasil denganl  

Dewanl Kehormatanl Penyelenggaral Pemilu. l  

 Denganl terselenggaranyal  Pemilihanl Umuml  tahunl  2019l  Kabupatenl  

Semarang,l mengenail perlul adanyal pengaturanl yangl  ideall mengenail  Badanl  

Pengawasl Pemilihanl dalaml menyelesaikanl pelanggaranl Pemilihanl Kepalal Daerahl dil  

Indonesia, l yaitul l mengenail penguatanl kewenanganl Badanl Pengawasl Pemilihanl 

dalaml menyelesaikanl pelanggaranl Pemilihanl Kepalal Daerahl dil  Indonesial  denganl  

memberikanl  kewenanganl lebihl  . 

Denganl bertambahnyal  kewenangan-kewenanganl  strategis l yang l  

diamanatkanl undang-undang l kepadal Bawaslu l sepertil  kewenanganl untukl menerimal  

laporan, l memeriksa, l danl memutusl pelanggaranl TSMl (Terstruktur, l Sistematis, l danl  

Masif), l hall tersebut l menjadil tantanganl bagil lembagal inil untukl memaksimalkanl  

peranl danl fungsil yudikatifnya l untukl menciptakanl sebuahl formulasil hukuml yangl  

tepat l sekaligusl mengukurl danl mengantisipasil dampakl sosiall politikl atasl penerapanl  

sanksil  pembatalanl calonl ataul pesertal pemilihanl  ditengahl  suasana l denganl  tensil  

politikl yang l bergejolak. l Begitupunl halnyal denganl  kewenanganl untukl menerimal  danl  

memutusl permohonanl sengketal pemilihanl juga l menuntut l Bawaslu l dil tengahl waktul 



 

 

69 

 

tahapanl yangl berhimpit-himpitanl untukl segeral memastikanl hadirnyal paral pengawas l  

pemilul dil daerahl yangl sanggupl berperanl sebagail mediator l danl adjudikatorl sengketal  

pemilihanl yang l benar-benarl terlatih. 

B. Saranl  

Badanl Pengawas l Pemilihanl Umuml  Kabupatenl  Semarang l dalaml  

melakukanl pengawasanl  sebagail lembaga l pengawasl pemilu l perlu l lebih l  

ditingkatkanl untukl pemilul dimasa-masal yangl akanl datang. l Selainl itul juga,l aturanl  

harus l lebihl tegasl danl harusl diperkuat l dalaml hall pemberianl sanksi, l agarl dapat l  

memberikanl efekl jeral bagil pemangku l kepentingan. l Terusl meningkatkanl kualitas l  

penyelenggaral pemilu, l baikl itul  pengawasl pemilul  maupunl KPU l yangl  harusl netrall  

sekaligusl profesional. 

Terdapat l saran-saranl yang l diberikanl antaral lainl  : 

 

• Kepala l Pemerintahl  selaku l pembuat l aturan,l harapanl  lebihl  tegasl dalaml  

membuat l aturan-aturanl terutamal dalaml hall penindakan. l Karena l  

penindakanl yangl lemahl tidakl akanl dapat l memberikanl  efekl jeral bagil  

semual pemangkul kepentingan. 

• Kepadal Bawaslu l Kabupatenl Semarangl besertal jajaranl penyelenggara l  

pemilul  agarl  lebihl mengoptimalkanl lagil  dalaml  melakukanl  koordinasil  

dalaml  hall pengawasanl agarl lebihl terlakasana l denganl baik. 

• Kepadal seluruhl pesertal pemilu,l baikl yang l sudahl mencalonkanl  

maupunl yang l akanl mencalonkanl dil lainl waktu, l harapannya l dapat l  

lebihl memperhatikanl aturan-aturanl. 
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